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ABSTRAK  

 

       Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tradisi 

Kerapan Sapi Di Kabupaten Bangkalan Madura untuk menjawab pertanyaan, 

bagaimana pelaksanaan tradisi Kerapan Sapi di Kabupaten Bangkalan Madura 

dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tradisi Kerapan Sapi di 

Kabupaten Bangkalan Madura.          

       Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research) data 

yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik observasi, 

wawancara dan dokumentasi kemudian data diolah dan dianalisis dengan dengan 

metode deskriptif analisis dengan metode induktif, yaitu menjelaskan bagaimana 

pelaksanaan Kerapan Sapi di Kabupaten Bangkalan Madura terlebih dahulu 

kemudian dianalisis menurut Hukum Pidana Islam. 

       Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: pelaksanaan Kerapan Sapi pada 

perkembangannya mengalami perubahan, seiring kebutuhan pelaku, pelaksanaan 

Kerapan Sapi ini menjadi tidak lepas dari tindak kejahatan seperti, mengoleskan 

balsem pada mata sapi, melukai pantat sapi menggunakan paku, dan 

mengoleskan sambal agar luka tersebut bertambah panas sehingga sapi bisa 

berlari sangat kencang. Perbuatan menyiksa hewan jelas bertentangan dengan 

syariat Islam. Al-Qur’an memang tidak menyebutkan secara jelas dan mendetail 

tentang larangan menyiksa hewan, namun ada beberapa ayat yang menyinggung 

tentang keharusan berbuat baik kepada semua ciptaan Allah termasuk hewan. 

Beberapa hadis juga banyak yang menyebutkan tentang larangan berbuat 

menyakiti terhadap hewan, maka kejahatan ini tidak bisa lepas begitu saja dari 

hukuman. Kejahatan ini masuk kedalam kategori jari>mah ta’zi>r karena syara’ 

tidak menentukannya sebagai jari>mah hudud maupun qishas dan hukumannya 

sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri/ hakim tergantung konsisi pelaku dan 

situasi yang menyertainya. Di Indonesia perbuatan penganiayaan terhadap hewan 

dapat dikenai pasal 302 KUHP yang hukumannya paling lama 3 (tiga) bulan atau 

denda paling banyak 4500.000,- (empat ribu lima ratus rupiah) bagi pelaku 

penganiayaan ringan, dan hukuman penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau 

denda paling banyak 4500.000,- (empat ribu lima ratus rupiah) karna melakukan 

penganiayaan hewan yang mengakibatkan cacat, luka berat bahkan kematian. 

       Sejalan dengan kesimpulan diatas, diharapkan bagi pelaku Kerapan Sapi agar 

tidak mengabaikan hak-hak hewan demi keuntungan pribadi dalam 

pelaksanaannya, dan bagi penegak hukum terutama Polisi yang memiliki 

kewenangan melakukan penangkapan terhadap pelaku yang diduga keras 

melakukan tindak pidana hendaknya menindak secara tegas dengan menangkap 

secara langsung dilapangan terhadap pelaku Kerapan Sapi yang melakukan 

tindak pidana tersebut sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana 

penganiayaan agar tidak akan terulang kembali kejahatan yang sama.  

 

 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

x 
 

DAFTAR ISI 

halaman 

SAMPUL DALAM ............................................................................................. i 

PERNYATAAN KEASLIAN  ........................................................................... ii 

PERSETUJUAN PEMBIMBING ...................................................................... iii 

PERSEMBAHAN  .............................................................................................. iv 

PENGESAHAN   ............................................................................................... v 

ABSTRAK   ..................................................................................................... vi 

KATA PENGANTAR ........................................................................................ vii 

DAFTAR ISI  ..................................................................................................... x 

DAFTAR TRANSLITERASI ............................................................................ xii 

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................... 1 

A. Latar Belakang Masalah ..................................................................... 1 

B. Identifikasi Masalah ........................................................................... 6 

C. Batasan Masalah................................................................................. 6 

D. Rumusan Masalah .............................................................................. 6 

E. Kajian Pustaka .................................................................................... 7 

F. Tujuan dan Penelitian ......................................................................... 9 

G. Kegunaan Penelitian ........................................................................... 9 

H. Defenisi Operasional .......................................................................... 10 

I. Metode Penelitian .............................................................................. 10 

J. Sistematika Pembahasan .................................................................... 16 

 

 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

xi 
 

BAB II  TA’ZI>>R DALAM HUKUM PIDANA ISLAM .................................... 18 

A. Pengertian Jari>mah Ta’zi>r ................................................................ 18 

B. Dasar Hukum Disyariatkannya Ta’zi>r ............................................. 20 

C. Macam-Macam Jari>mah Ta’zi>r ........................................................ 22 

D. Unsur-Unsur Ta’zi>r .......................................................................... 23 

E. Macam-Macam Sanksi Ta’zi>r .......................................................... 24 

 

BAB III TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP HEWAN 

DALAM  TRADISI KERAPAN SAPI DI KABUPATEN 

BANGKALAN MADURA .................................................................. 27 

A. Gambaran Umum Kabupaten Bangkalan ........................................ 27 

B. Pelaksanaan Tradisi Kerapan Sapi ................................................... 30 

BAB IV TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TRADISI 

KERAPAN SAPI DI KABUPATEN BANGKALAN MADURA ...... 50 

A. Analisis terhadap pelaksanaan Tradisi Kerapan Sapi di Kabupaten 

Bangkalan Madura ........................................................................... 50 

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penganiayaan 

dalam Tradisi Kerapan Sapi di Kabupaten Bangkalan Madura  ..... 54 

BAB V PENUTUP ............................................................................................. 62 

A. Kesimpulan ...................................................................................... 62 

B. Saran ................................................................................................. 64 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN  



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

       Indonesia merupakan negara yang sangat luas, yang mencakup lebih dari 

1.700 pulau, mulai dari pulau kecil yang tak bernama hingga pulau besar 

yang padat penduduk,  yang mana keseluruhan pulau dihuni oleh sekitar 255 

juta penduduk, sebuah angka yang mengimplikasikan bahwa negara 

Indonesia mempunyai keanekaragaman budaya, tradisi, etnis, agama maupun 

bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa tradisi 

merupakan adat kebiasaan turun-menurun (dari nenek moyang) yang masih 

dijalankan di masyarakat
1
.  

       Tradisi (adat-istiadat) merupakan satu kesatuan yang terpolakan dan 

terwariskan secara turun menurun dalam masyarakat. Biasanya suatu tradisi 

berlaku secara turun temurun melalui informasi lisan berupa cerita atau 

tulisan yang ada pada kitab-kitab kuno atau pada catatan prasati-prasasti. 

Ketika tradisi hidup dihati manusia maka ia bercampur dengan pengalaman-

pengalaman individual dan sosial. Merupakan hal yang sulit untuk 

                                                           
1
Pusat Bahasa  Deapartemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat 

Bahasa, 2008), 1543. 
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memisahkan pengalaman yang tertulis dan yang datang dari tradisi yang 

datang dari tradisi yang hidup dinamis dikalangan bangsa (living tradition).2 

        Dalam adat istiadat kita akan menemukan tiga wujud kebudayaan. 

Menurut Koentjaraningrat seperti dikutip Rohiman Notowidagyo, 

menyebutkan bahwa wujud kebudayaan ada tiga macam yang pertama wujud 

kebudayan sebagai ide, gagasan, nilai atau norma. Kedua, wujud kebudayaan 

sebagai aktifitas atau pola tindakan manusia dalam masyarakat. Ketiga 

wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Wujud pertama 

adalah wujud ideal kebudayaan bersifat abstrak, tidak dapat diraba dan 

difoto. Letaknya di alam pikiran manusia menjadi gagasan-gagasan yang 

tidak terlepas satu sama lain hingga berkaitan mejadi suatu sistem, disebut 

sistem budaya atau cultural system yang dalam bahasa Indonesia disebut 

adat-istiadat. Wujud kedua adalah sistem sosial, mengenai tindakan manusia 

itu sendiri, terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia dari waktu ke waktu, 

menurut pola tertentu. Sistem sosial ini bersifat konkret sehingga bisa 

diobservasi, difoto dan didokumentasikan. Wujud ketiga adalah yang disebut 

kebudayaan fisik, yaitu seluruh hasil fisik karya manusia dalam masyarakat, 

sifatnya sangat konkret bisa diraba difoto dan dilihat. Ketiga wujud 

kebudayaan tersebut tidak bisa lepas satu sama lain dalam kehidupan 

masyarakat.
3
  

                                                           
2
 Hassan Hanafi, Studi Filafat 1: Pembacaan Atas Tradisi Islam Kontemporer, (Yogyakarta: PT   

LkiS Printing Cemerlang, 2015), 72 
3
 Rohiman Notowidagyo, Ilmu Budaya Dasar Berdasarkan Al-Qur’an  Dan Hadits, (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 1996), 29-30. 
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       Dalam hukum Islam tradisi dikenal dengan kata ‘Urf  yaitu secara 

etimologi berarti ‚sesuatu yang baik dan diterima oleh akal sehat‛. Al-‘Urf  

(adat istiadat) yaitu sesuatu yang diyakini mayoritas orang, baik berupa 

ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam 

jiwa dan diterima oleh akal sehat mereka
4
  hal ini sejalan dengan kaidah fikih 

al-‘A>>>>>>> >>>>>>>>>>> >>>>>>>dah Muh}akkamah (suatu tradisi bisa dijadikan hukum syaria’at Islam). 

Kaidah ini bersumber dari sabda nabi Muhammad saw, yang berbunyi: 

 مَا رَآهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنا؛ً فَ هُوَ عِنْدَ اِلله حَسَنٌ، وَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُوْنَ سَيِّئً ا فَ هُوَ عِنْدَ اِلله سَيِّئ5

       ‚Apa yang dipandang baik kaum muslimin maka disisi Allah pun baik, 
dan apa yang dipandang kaum muslimin buruk maka disisi Allah pun buruk‛. 

       Hadis tersebut dijadikan dasar, bahwa kebiasaan yang berlaku pada 

masyarakat Islam dan tidak melanggar ketentuan syari’at dapat ditetapkan 

sebagai sumber hukum yang berlaku. Ketika ada adat kebiasaan menyimpang 

dari ketentuan syariat meskipun hal itu dikerjakan banyak orang, maka 

kebiasaan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum. sesuatu 

dikatakan baik, jika tidak ada nash  yang menetapkannya, dan dapat diterima 

oleh akal mayarakat
6
. Dari konsep ini, para ulama ushul fikih membagi adat 

dalam dua bentuk. Pertama, adat yang tidak bertentangan dengan syari’at. 

Kedua adat yang tidak bertentangan dengan nash-nash al-Qur’an.
7
 

                                                           
4
 Rasyad Hasan Khalil, Tarikh Tasryi  (Jakatarta:  Grafindo Persada, 2009), 153. 

5
 Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, Musnad, (Cairo,Mesir: Darul Hadis, 1995) Hadis No. 379. 

6
 Ach. Fajruddin Fatwa dkk, Usul Fiqh dan Kaida Fiqhiyah, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 

2013), 176.  
7
Abdul Aziz, dkk, Dialektika Islam & Tradisi Islam (Memahami dan Memaknnai Tradisi di 
Indonesia), (Banten: Yayasan Pengkajian Hadist el-Bukhri Institute), ii 
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        Islam sebagai sebuah agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat 

Indonesia, memiliki hubungan erat dengan kebudayaan atau tradisi-tradisi 

lokal yang ada di nusantara. Islam hadir sebagai agama bukan sebagai 

budaya dan tradisi, karena agama itu diciptakan Tuhan, bukan hasil olah 

pikir dan karya manusia, maka dari itu pada hakikatnya tidak ada 

kebudayaan Islam atau tradisi Islam namun yang ada adalah kebudayaan 

atau tradisi orang Islam. Tetapi bukan berarti Islam anti terhadap budaya 

dan tradisi.  Islam akan menyikapi secara bijaksana, korektif dan selektif 

tehadap budaya dan tradisi yang berkembang, ketika sebuah tradisi dan 

budaya tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama maka Islam akan 

mengakui dan melestarikannya. 

        Tradisi lokal yang masih bertahan sampai sekarang adalah Kerapan Sapi 

di Madura. Awal dari munculnya kegiatan ini diadakan sebagai wujud rasa 

syukur masyarakat terhadap hasil panen yang melimpah, diadakan dalam 

bentuk hiburan lomba lari sapi yang diiringi musik-musik tradisional. 

Momen ini juga digunakan sebagai forum pembagian zakat hasil tani kepada 

mustahiq zakat.
8
 Tradisi ini tentu tidak bertentangan dengan nilai-nilai 

agama bahkan bisa menjadi wadah untuk masyarakat dalam menunaikan 

kewajibannya membayar zakat. Hal positif seperti ini patut untuk diapresiasi 

serta dilestarikan. Namun seiring berjalannya waktu dan perkembangan 

zaman, mulai terjadi adanya pergeseran dalam pelaksanaan tradisi Kerapan 

                                                           
8
 Mohammad Kosim, (Karsa), Kerapan Sapi ‚Pesta‛ Rakyat Madura, Vol. XI No. 1 April, 2007, 

70. 
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Sapi ini akibat adanya tindak pidana atau kegiatan yang mengarah pada hal-

hal yang yang bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam. 

       Sebelum diadakan lomba Kerapan pemilik sapi perlu mempersiapkan 

banyak hal mulai dari memandikannya, menjemur di bawah terik matahari, 

memiijat, memberi makan dan jamu-jamuan. Selain perawatan  tersebut 

calon sapi harus dibiasakan berlatih lari dilapangan agar nanti sapi terbiasa 

berlari dan kenal terhadap medan lapangan pertandingan.  

        Disamping itu menjelang sapi di dilombakan ke arena, badan sapi 

disiram dengan spirtus, dan di salah satu bagian mata diolesi balsem agar 

sapi dapat fokus melihat kearah depan saja, kemudian sapi dilukai dibagian 

pantat dengan menggunakan alat seperti parut yang terdapat banyak paku 

sehingga kulitnya berdarah sehingga sapi bisa berlari dengan sangat kencang 

akibat rasa sakit yang dirasakannya.
9
 Penyiksaan ini dipertontokan (oleh 

joki) dihadapan ribuan pengunjung serta diiringi riuh tepuk tangan penoton 

yang membuat sapi semakin kebingungan dan beringas. 

        Hal ini tentu menimbulkan banyak kecaman dari berbagai pihak, seperti 

Majlis Ulama Indonesia dan pemerintah daerah Madura karena adanya unsur 

penyiksaan atau penganiayaan yang dilakukan oleh pemilik sapi,  dari sini 

peneliti tertarik untuk menelaah lebih jauh tentang bagaimana pandangan 

hukum pidana Islam terhadap pelaksanaan tradisi kerapan sapi dan tindak 

pidana  penganiayaan yang ada dalam tradisi ini dengan skripsi yang 

                                                           
9
 Observasi, Stadion Kerapan Sapi R.P Moh Noer kabupaten bangkan Madura, 06 Oktober 2019. 
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berjudul ‚Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tradisi Kerapan Sapi di 

Kabupaten Bangkalan Madura‛ 

B. Identifikasi Masalah  

       Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti 

mengidentifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan tradisi Kerapan Sapi di Kabupaten Bangkalan Madura. 

2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana peganiayaan dalam 

tradisi Kerapan Sapi di Kabupaten Bangkalan Madura. 

3. Hak perlindungan hewan yang diabaikan dalam tradisi Kerapan Sapi di 

Kabupaten Bangkalan Madura. 

4. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dalam tradisi 

Kerapan Sapi menurut hukum positif dan hukum pidana Islam. 

 

C. Batasan Masalah 

       Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka peneliti membatasi 

masalah sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan tradisi Kerapan Sapi di Kabupaten Bangkalan Madura 

2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana peganiayaan dalam 

tradisi Kerapan Sapi di Kabupaten Bangkalan Madura.   

 

D.  Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Pelaksanaan tradisi Kerapan Sapi di Kabupaten Bangkalan 

Madura? 
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2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana 

penganiayaan terhadap hewan dalam tradisi Kerapan Sapi di Kabupaten 

Bangkalan Madura? 

 

E. Kajian Pustaka 

       Untuk menghindari adanya duplikasi penelitian terhadap objek yang 

sama, serta menghindari adanya anggapan plagiasi terhadap karya tertentu, 

maka perlu pengkajian terhadap karya-karya sebelumya, diantara penelitian 

yang sudah dilakukan sebelumya sebagai berikut : 

1. Trischa Vidia Kusuma (skripsi, 2016) Fakultas Hukum, Universitas 

Sebelas Maret yang berjudul Analisis Tindak Pidana Penganiayaan 

Hewan Dalam Tradisi Kerapan Sapi Di Kabupaten Bangklan Madura. 

Pembahasan karya ilmiah ini lebih menitikberatkan pada bentuk-bentuk 

penganiayaan yang masih dilakukan masyarakat meskipun terdapat 

peraturan yang melarang tinadakan penganiayaan terhadap hewan, serta 

bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan untuk menanggulangi 

tindak pidana tersebut.
10

 

2. Amri Ubaidillah (skripsi, 2013) Fakultas Hukum, Universitas 

Muhammadiyah Malang yang berjudul: Tinjauan Kekerasan Terhadap 

Hewan Dalam Kerapan Sapi Menurut Pasal 302 KUHP (Studi di 

Kabupaten Pamekasan). Karya ilmiah ini membahas adanya unsur pidana 

penganiayaan yang dilakukan terhadap hewan dan kaitannya dengan pasal 

                                                           
10

 Trischa Vidia Kusuma, Analisis Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Dalam Tradisi Kerapan 

Sapi Di Kabupaten Bangklan Madura ( Surakarta: Universitas  Sebelas Maret, 2016) 
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302 KUHP, menitikberatkan pada apakah penganiayaan terhadap hewan 

dalam tradisi kerapan sapi ini benar melanggar pasal 302 KUHP, serta 

bagaimana upaya preventif yang dilakukan dalam tradisi ini.
11

 

3. M. Koirussoleh H.S (skripsi, 2000) Fakultas Syari’ah, IAIN Sunan Ampel 

Surabaya yang berjudul Kerapan Sapi Dalam Kajian Hukum Islam 

Menurut Prespektif Ulama’ Madzhab Syafi’iy Dan Ulama Madzhab 

Hanbaliy. Karya ilmiah ini membahas tentang bagaimana pendapat ulama 

madzhab syafi’iy dan ulama madzhab hanbaliy tentang lomba pacauan 

binatang yang memperebutkan suatu hadiah serta mengkaji syarat sah 

diadakannya sebuah lomba berdasarkan peraturan Kerapan Madura, jadi 

skripsi ini lebih menitikberatkkan pada status hukum lomba Kerapan 

Sapi, serta adanya perbedaan dan persamaan pendapat Ulama madzhab 

Syafi’i dan Madzhab Hanbali tentang lomba pacuan binatang 
12

 

       Dari uraian judul diatas dapat dikatakan bahwa judul ini berbeda dengan 

judul yang yang telah dipaparkan, penulis lebih memfokuskan kepada 

tinjauan hukum Islam terhadap tradisi Kerapan Sapi di Kabupaten Bagkalan 

Madura, bagaimana pelaksanaan Kerapan Sapi serta menitikberatkan pada 

tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pengaiayaan dalam 

tradisi kerapan sapi di Kabupaten Bangkalan Madura. 

 

                                                           
11

 Amri Ubaidillah, Tinjauan Kekerasan Terhadap Hewan Dalam Kerapan Sapi Menurut Pasal 
302 KUHP (Studi di Kabupaten Pamekasan), (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2013) 
12

 M. Koirussoleh H.S, Kerapan Sapi Dalam Kajian Hukum Islam Menurut Prespektif Ulama’ 
Madzhab Syafi’iy Dan Ulama Madzhab Hanbaliy, ( Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2000) 
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F. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi Kerapan Sapi di Kabupaten 

Bangkalan Madura.  

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana 

penganiayaan dalam tradisi Kerapan Sapi di Kabupaten Bangkalan Madura. 

 

G. Kegunaan Hasil Penelitian 

       Berdasarkan rumusan masalah dan batasan masalah diatas, maka 

diharapkan adanya penelitiaan ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca 

ataupun penulis sendiri,  yang secara umum kegunaan penelitian ini mencakup 

dua aspek: 

1. Aspek Teoritis  

       Sebagai upaya menambah dan memperkaya khazanah ilmu pegetahuan, 

khususnya tentang bagaimana pelaksaan tradisi Kerapan Sapi dan ilmu 

pengetahuan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penganiayaan 

terhadap hewan dalam tradisi Kerapan Sapi di kabupaten Bangkalan 

Madura. 

2. Aspek Praktis 

       Hasil penelitiaan ini diharapkan dapat memberikan pengertian bagi 

masyarakat bahwa perlombaan Kerapan sapi dengan menggunakan 

pengaiayaan sangat merugikan kesehatan hewan, masyarakat harus 

memperlakukan hewan dengan baik dalam segala kondisi karena hal ini 

dilarang baik dalam negara maupun agama. Kerapan sapi masih tetap bisa 
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berjalan tanpa adannya unsur penyiksaan maka dari itu masyarakat tidak 

boleh mengabaikan hak-hak hewan. 

 

H. Definisi Operasional 

       Untuk menghindari munculnya salah pengertian terhadap judul penelitian 

ini, yaitu Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana 

Penganiayaan Dalam Tradisi Kerapan Sapi Di Kabupaten Bangkalan Madura, 

maka perlu dijelaskan beberapa istilah yang berkenaan degan judul diatas:  

1. Hukum Pidana Islam: suatu aturan yang diambil dari dalil-dalil al-Qur’an 

dan Hadist yang sah dan terperinci, jika aturan tersebut dilanggar maka 

akan menimbulkan sanksi atau hukuman bagi yang melanggaranya
13

.  

2. Kerapan Sapi : merupakan perlombaan sepasang sapi yang diadu 

kecepatannya larinya dengan pasangan-pasangan sapi lainnya, dengan 

menggunakan alat semacam pembajak tradisional yang berfungsi sebagai 

tempat joki berdiri untuk mengendalikan sepasang sapi tersebut.
14

 Namun 

dalam perkembangannya tradisi ini mengalami pergeseran yang 

mengandung unsur-unsur penganiayaan terhadap hewan (sapi kerap). 

 

I. Metode Penelitian 

       Metode merupakan cara, langkah atau kaidah yang diperlukan untuk 

melakukan sesuatu agar mencapai hasil tertentu, sedangkan penelitan 

                                                           
13

 Zainuddin Ali, Hukum Pidana  Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 1. 

14
 N. Fardilah, Kerapan Sapi (Mengenal Kesenian Nasional 2), (Semarang: PT. Bengawan Ilmu, 

2008), 6 
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merupakan kegiatan mencermati, mengkaji sesuatu yang sudah diketahui, 

sebagai tujuan untuk memahami kembali, ataupun menemukan kembali suatu 

jawaban atas suatu dorongan keingintahuan tertentu
15

.  

1. Jenis Penelitian 

       Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, yaitu tindak pidana 

penganiayaan terhadap hewan, maka penelitian ini di kategorikan sebagai 

penelitian lapangan (Field research). Penelitian lapangan merupakan suatu 

bentuk metode penelitian yang mengharuskan peneliti terjun langsung ke 

lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat.
16

 Penelitian tindak pidana 

ini menekankan pentingnya situasi partisipan, sehingga peneliti dapat 

memperoleh gambaran tentang dunia mereka yang sebenarnya, guna 

mendapatkan semua informasi yang berkaitan dengan tindak pidana 

penganiayaan dalam tradisi kerapan sapi di Kabupaten Bangkalan Madura. 

2. Data yang dikumpulkan  

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi : 

a. Pengamatan  secara langsung terhadap pelaksanaan Kerapan Sapi di 

Kabupaten Bangkalan Madura. 

b. Alasan yang melatarbelakangi partisipan lomba terhadap tindak     

pidana penganiayaan yang mereka lakukan dalam pelaksanaan tradisi 

Kerapan Sapi. 

c. Tanggapan serta peran Polisi sebagai penegak hukum terhadap 

adanya tindak pidana penganiayaan dalam tradisi Kerapan Sapi. 

                                                           
15

  Irfan Tamwifi, Metodologi Penelitian, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 15. 
16

 Lexz J. Moleong, Metode penelitian kualitatif, (Jakarta: PT. Grasindo, 2013), 10. 
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d. Perintah agar dipahami dan dilaksanakan dengan baik tradisi Kerapan 

sapi  sesuai yang tertuang dalam Instruksi Gubernur Jawa Timur No. 

1/INST/2012 Tentang Karapan Sapi Tanpa Kekerasan. 

e. Analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penganiayaan 

terhadap hewan dalam tradisi Kerapan Sapi di Kabupaten Bangkalan 

Madura. 

3. Sumber data  

       Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Sumber Primer adalah data penelitian yang diperoleh langsung dari 

sumber pertama atau sumber aslinya,
17

 yakni lapangan tempat 

berlangsungnya lomba Kerapan Sapi yang bertempat di Stadion Karapan 

Sapi R.P Moh Noer Kabupaten Bangkalan Madura, partisipan lomba 

Kerapan Sapi, panitia lomba Kerapan Sapi atau seseorang terlibat 

langsung dalam kegiatan tradisi kerapan sapi sehingga dapat 

memberikan keterangan yang dapat diajukan sebagai acuan penyusunan 

dalam penelitian ini. 

b. Sumber Sekunder adalah data penelitian yang diperoleh berdasarkan 

informasi tidak langsung, seperti buku, skripsi dan Undang-Undang 

yang dapat menunjang sumber primer. Sumber sekunder dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

                                                           
17

 Ibid, 220. 
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1. At-tasyri’ al-jina>’i>y al-Isla>miy Muqa>ranan bil Qa>nu>nil Wad’i>y 

(Ensiklopedi Hukum Pidana Islam) karangan Abdul Qadir Audah. 

2. Karapan Sapi (Mengenal Kesenian Nasional) karangan N. Fardhilah. 

3. Kerapan Sapi karangan Herry Lisbijanto. 

4. Instruksi Gubernur Jawa Timur No. 1/INST/2012 Tentang Karapan 

Sapi Tanpa Kekerasan. 

5. Trischa Vidia Kusuma, Analisis Tindak Pidana Penganiayaan Hewan 

Dalam Tradisi Kerapan Sapi Di Kabupaten Bangklan Madura ( 

Surakarta: Universitas  Sebelas Maret) 

6. Jurnal Habibi Sahid, Rusdiana Emmilia, Penegakan Hukum Pasal 

302 ayat 1 KUHP terhadap Budaya Karapan Sapi Madura di 

Kabupaten Pamekasan 

7. Sumber-sumber lain yang berkaitan dengan skripsi ini. 

4. Teknik Pengumpulan Data  

       Teknik pengumpulan data adalah teknik dalam mengumpulkan data 

untuk memperoleh informasi. 
18

teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini ada tiga yaitu: 

a. Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang perbuatan 

manusia seperti terjadi dalam kenyataan, dengan observasi kita akan 

memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial.
19

 

Peneliti mengadakan penelitian dilapangan dengan melihat secara 

                                                           
18

P. Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Tindak pidana, (Jakarta: PT. Rineka 

Cipta, 2004), 86. 
19

 S. Nasution, Metode Research (Penelitian ilmiah), (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003),106. 
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langsung pelaksanaan tradisi Kerapan Sapi yang mengandung unsur 

tindak pidana peganiayaan terhadap hewan (sapi kerap) . 

b. Wawancara dilakukan dengan bentuk komunikasi verbal berupa 

percakapan yang tujuanya untuk memperoleh informasi tentang 

kenyataan hidup atau apa yang dirasakan orang dalam berbagai aspek 

kehidupan.
20

 Peneliti melakukan wawancara dan tanya jawab secara 

langsung dengan salah satu partisipan dan panitia lomba dalam tradisi 

kerapan sapi, untuk megetahui apakah benar ada perlakuan yang 

mengarah pada tindak pidana penganiayaan terhadap hewan serta 

alasan-alasan yang melatarbelakangi perbuatan tersebut. 

c. Dokumetasi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik 

mencari data dengan cara membaca dan menelaah data yang 

berhubungan dengan penelitian. Dalam hal ini Instruksi Gubernur Jawa 

Timur No. 1/INST/2012 Tentang Karapan Sapi Tanpa Kekerasan dan 

Pasal 302 KUHP tentang pengianiayaa terhadap hewan. Tenik ini 

digunakan untuk memperoleh data tentang dasar hukum larangan 

berbuat kekerasan terhadap hewan, beserta sanksi yang akan didapat 

bagi pelakunya. 

5. Teknik Pengolahan  Data  

       Setelah seluruh data terkumpul kemudian dianalisis denga tahapan-

tahapan sebagai berikut: 

                                                           
20

 Ibid, 113-114 
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a.  Editing, yaitu pemeriksaan kembali terhadap data-data yang diperoleh 

secara cermat dan baik dari sumber primer ataupun sumber sekunder,
21

 

yaitu analisis hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap tradisi 

kerapan sapi di kabupaten Bangkalan Madura. 

b. Oranizing, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi 

sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai 

degan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh,
22

 

yakni mengenai tradisi kerapan sapi dan perbuatan yang mengarah 

kepada tindak pidana penganiayaan terhadap hewan dalam tradisi 

kerapan sapi di Kabupaten Bangkalan Madura. 

c. Analizing, yaitu menganalisis hukum pidana Islam terhadap hasil data 

yang diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan 

teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan,
23

 terhadap 

tindak pidana penganiayaan terhadap hewan dalam tradisi kerapan sapi 

di Kabupaten Bangkalan Madura 

6. Teknik Analisis Data 

       Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis 

catatan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Langkah selanjutnya 

setelah data tekumpul, maka data dianalisis dengan menggunakan metode 

metode deskriptif analisis, dengan mengguakan pola pikir induktif yaitu 

mendasarkan pada prosedur logika yang berawal dari proposisi khusus 

                                                           
21

 Masruhan, Metode Penelitian  (hukum), (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya Press, 2014), 

197. 
22

 Ibid., 154. 
23

 Ibid., 195. 
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sebagai hasil pengamatan dan berakhir pada suatu kesimpulan.
24

 Kasus 

yang diteliti yaitu perlakuan  terhadap hewan dalam tradisi Kerapan Sapi di 

Kabupaten Bangkalan Madura yang secara keseluruhan kemudian dianalisa 

dengan hukum pidana Islam. 

       Induktif Dalam hal ini konsep-konsep, pengertian-pengertian, dan 

pemahaman didasarkan pada pola yang ditemui dalam data, dengan cara 

melihat pada setting dan manusia sebagai suatu kesatuan, mempelajari 

manusia dalam konteks dan situasi dimana mereka berada, memahami 

perilaku mausia meurut pandanhan mereka sendiri, sehingga mendapatkan 

kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan 

dan kemudian ditarik kesimpulan secara khusus sesuai dengan analisis 

hukum pidana Islam. 

 

J. Sistematika Pembahasan  

     Sistemtika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab, yang 

masing-masing bab mempunyai hubungan dengan yang lain dan merupakan 

rangkaian yang berkaitan. Agar penulisan skripsi ini terkesan teratur maka 

sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut: 

       Bab pertama berupa pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, 

identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan 

penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, 

dan sistematika pembahasan 

                                                           
24

 Bagong suyanto, sutinah, Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan, (Jakarta: 

Kharisma Putra Utama, 2013), 169. 
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       Bab dua mengemukakan tentang teori ta’zi >r dalam hukum pidana Islam 

yang meliputi perngertian, dasar hukum, macam-macam, unsur-unsur dan 

saksi hukumannya. 

       Bab ketiga membahas tentang tindak pidana penganiayaan terhadap 

hewan dalam tradisi Kerapan Sapi di Kabupaten Bangkalan Madura, meliputi 

hasil observasi dan wawancara, gambaran um  um Kabupaten Bangkalan, 

pengertian dan sejarah  kerapan sapi, serta bagaimana pelaksanaan tradisi 

Kerapan sapi di Kabupaten Bangkalan Madura. 

       Bab keempat menganalisis lebih mendalam terhadap  pelaksanaan tradisi 

Kerapan Sapi di Kabupaten Bangkalan Madura dan tinjauan hukum pidana 

Islam terhadap tindak pidana penganiayaan dalam tradisi Kerapan Sapi di 

Kabupaten Bangkalan Madura. 

       Bab kelima merupakan bagian terakhir dari penyusunan skripsi yang 

memuat tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah 

beserta saran. 
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 BAB II  

TA’ZI>>R DALAM HUKUM PIDANA ISLAM 

 

A.  Pengertian Jarimah Ta’zi>r 

       Ta’zi>r berasal dari bahasa Arab dengan akar kata تعزيرا  -يعزر -عزر  yang 

bermakna  منع  (mencegah), رد (menolak) dan ديبأت  (mendidik). Dikatakan 

mencegah atau menolak karna ta’zi>r mencegah atau menolak pelaku 

kejahatan agar tidak mengulangi lagi kejahatannya yang dapat merugikan 

orang lain. Arti mendidik karena sanksi ta’zi >r menjadi sarana mendidik 

pelaku kejahatan agar menyadari dan merubah sikap buruknya sehingga 

tidak mengulangi lagi perbuatan pidana.
25 

Jari>mah ta’zi>r adalah segala bentuk tindak pidana yang dikenakan 

hukuman ta’zi>r. Yang dimaksud dengan takzi>r adalah mengenakan 

hukuman selain hudud dan kafarat kepada pelaku perbuatan tindak pidana, 

baik itu menyangkut hak Allah SWT atau hak pribadi seseorang. Hukuman 

dalam jarimah ta’zi>r tidak ditentukan bentuk, jenis, dan jumlahnya oleh 

sya>ri’ (pembuat syari’at; Allah SWT dan Rasulullah SAW). Untuk 

menentukan hukuman mana yang harus dilaksanakan terhadap suatu tindak 

pidana ta’zi>r, syarak menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksan hakim, 

setelah mempertimbangkan kemaslahatan terpidana, lingkungan yang 

                                                           
25

Moh Makmun, Hukum Pidana Islam, teori dan implementasi, (Yogyakarta: Pustaka ilmu, 2018), 

45 
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mengitarinya, dan tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan 

hukuman tersebut. 
26

 

       Fathi ad-Durani, guru besar fikih di universitas Damascus, Suriah, 

mengemukakan definisi ta’zi>r sebagai hukuman yang diserahkan kepada 

penguasa untuk menentukan bentuk dan kadarnya sesuai dengan 

kemaslahatan yang menghendaki dan tujuan syarak dalam menetapkan 

hukum, yang ada pada seluru benuk maksiat, berupa meninggalkan 

perbuatan yang wajib atau mengerjakan perbuatan yang dilarang, yang 

kesemuanya itu tidak termasuk hudud dan kafarat.
27

 

        Abdul Qadir Awdah, ahli hukum pidana Islam di Mesir mengatakan 

bahwa jari>mah ta’zi>r tersebut bisa berkembang sesuai dengan 

perkembangan jenis-jenis maksiat di sepanjang zaman dan tempat, baik 

yang menyangkut pelanggaran terhadap kemaslahatan pribadi, maupun 

kemaslahatan masyarakat atau negara.
28

  

          Terdapat persamaan dari segi fungsi antara hukuman ta’zi>r dengan 

hukuman hudud yakni sebagai bentuk pendidikan (ta’di>b), perbaikan 

(is{la>h{), dan tindakan pencegahan umum (zajr) sesuai ukuran dosa yang 

diperbuat. Namun dalam hal ini terdapat dua perbedaan yang mendasari 

yakni:
29

 

                                                           
26

 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam jilid 3, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 

2006), 807 
27

 Ibid.,  jilid 5..., 1772 
28

 Ibid., 1772 
29

 Abdul Qadir Audah,  At-Tasyri’ al-jina>‘i al-Isla>miy Muqa>ranan bil Qa>nu>nil Wad’iy 

(Ensiklopedi Hukum Pidana Islam), (Bogor: PT Kharisma Ilmu), 145-146. 
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a. Tindak pidana hudud sudah ditentukan hukumannya, tidak ada pilihan 

hukuman lain untuk si pelaku, jadi sanksi hudud tidak bisa ditawar dan 

sudah bersifat final, sedangkan dalam hukuman ta’zi>r terdapat berbagai 

macam hukuman mulai dari pemberian nasihat sampai hukuman 

cambuk, dan hukuman penjara sampai hukuman mati bagi pelaku yang 

sangat berbahaya. Tergantung tingkat kejahatan dan dan kondisi pelaku 

tindak pidananya. 

b. Penguasa/ hakim tidak berhak memberikan pengampunan dalam 

hukuman hudud, sedangkan dalam hukuman ta’zi>r penguasa diberikan 

hak untuk memberikan pengampunan baik sebagian maupun seluruhnya.  

Dari penjelasan diatas, penyusun dapat menyimpulkan bahwa ta’zi>r 

merupakan tindakan edukatif yang hukumannya ditentukan oleh hakim 

terhadap manusia yang melakukan tindak kejahatan tergantung pada 

situasi yang menyertainya serta tidak ada sanksi had dan qishasnya. 

 

B. Dasar Hukum Disyariatkannya Ta’zi>r 

       Dasar hukum disyariatkannya ta’zir terdapat dalam beberapa hadis 

Nabi saw dan tindakan sahabat. Hadis hadis tersebut antara lain sebagai 

berikut.
30

 

a. Hadis Nabi yang diriayatkan oleh Aisyah 

ِ عَلَيْوِ وَ سَلهمْ لَ اللَه صَلهى وْ ةَ رَضِيَ الَلَُ عَنْهاَ رَسُ شَ عَنْ عائَِ  ئَاتِ عَثَ راَتِِِمْ  لُوْا ذَوِيَ ي ْ قِ أ   اللَه الْْيَ ْ
هَقِى(الْْدُُوْدَ   31 )راَوَهُ اَحَْْدَ ابَُ وْ دَوُدْ وَ النَسَاءِى وَ البَ ي ْ

                                                           
30

 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta :Sinar Grafika, 2005),252-254 
31

 Muhammad ibn Isma’il Al-Kahlani, Subul As-Salam, Juz IV, (Mesir, Maktabah Mushtafa Al-

Baby Al-Halaby, 1960), 37 
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Dari Aisyah ra. Bahwa Nabi saw bersabda: Ringankanlah hukuman bagi 
orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan 
mereka, kecuali dalam jarimah jarimah hudud. (Diriayatkan oleh 

Ahmad, Abu Dawud, Nasa’i, dan Baihaqi) 

 

b. Hadis Nabi yang diriayatkan oleh Abi Burdah 

عَ  ِ عَلَيْوِ وْ رَسُ  عَنْ اَبِْ بُ رْدَةَ الأنْصَاريِِّ سََِ وَ سَلهمْ يَ قُلُ لَا يُُْلَدُ فَ وْقَ عَشَرةَِ لَ اللَه صَلهى اللَه
فَقً عَلَيْوِ( أسْوَاطٍ, ِ )مُت ه  32 اِلاه فِ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللَه

Dari Abi Burdah Al-Ansari ra. Bahwa ia mendengar Rasulullah saw 
bersabda: ‚Tidak boleh dijiid diatas sepuluh cambuk kecuali didalam 
hukuman yang telah ditentukan oleh Allah Ta’la‛.(Muttafaqun alaih) 

Secara umum kedua hadis tersebut menjelaskan tentang eksistensi 

ta’zi>r dalam syariat Islam:.   

a. Hadis pertama mengatur tentang teknis pelaksanaan hukuman ta’zi>r 

yang bisa berbeda antara satu pelaku dengan pelaku lainnya 

tergantung keadan status mereka yang bisa memberatkan dan 

meringankan serta kondisi-kondisi lain yang menyertainya.  

b. Sedangkan Hadis kedua menjelaskan tentang batas hukuman ta’zi>r 

yang tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan 

       Adapun tindakan sahabat yang dijadikan dasar hukum untuk jarimah 

dan hukuman ta’zi>r antara lain tindakan Sayyidina Umar ibn Khattab 

ketika ia melihat seseorang yang menelentangkan seekor kambing untuk 

disembelih, kemudian ia tidak mengasah pisaunya. Khaifah Umar memukul 

orang tersebut dengan cemeti dan ia berkata: ‚Asah dulu pisau itu!‛
33

 

 

                                                           
32

 Ibid., 38 
33

 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam..., 255 
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C. Macam-Macam Jari>mah Ta’zi>r 

       Tiga macam perbuatan yang termasuk kategori ta’zi>r menurut Abd. al-

Qadir ‘Awdah adalah:
 34 

a. Perbuatan yang di dalam al-Quran dilarang namun tidak disebutkan   

hukumannya, seperti larangan memakan makanan haram, khianat 

terhadap amanah, menipu dalam saksi palsu, makan riba, mencaci maki, 

suap menyuap, dan mencari-cari kesalahan orang lain.
  

b. Perbutan seseorang yang dapat mengganggu kemaslahatan atau aturan 

umum, seperti menertibkan para waria yang mengganggu ketertiban 

umum. Biasanya kondisi ini ditangani oleh peraturan pemerintah 

setempat.
 

c. Orang yang melakukan perbuatan makruh dan meninggalkan yang 

sunnah dapat di ta’zi>r atau tidak. Ulama silang pendapat terkait hal ini 

karna makruh bukanlah larangan dan sunnah bukanlah perintah, namun 

mereka memberi persyaratan bahwa ta’zi>r dapat diterapkan jika 

perbuatan makruh itu dilakukan secara berulang-ulang.  

       Para ulama membagi jarimah ta’zi>r menjadi dua bagian, yaitu: pertama, 

jarimah yang berkaitan dengan hak Allah dan kedua, ta’zi>r yang berkaitan 

dengan hak perorangan. Yang dimaksud dengan kejahatan yang berkaitan 

dengan hak Allah  adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan 

umum. Misalnya membuat kerusakan dimuka bumi, perampokan, pencurian, 

perzinahan, pemberontakan dan tidak taat pada ulil amri. Yang dimaksud 

                                                           
34 Moh. Makmun, Hukum Pidana Islam, teori dan implementasi..., 46-47.  
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dengan kejahatan yang berkaitan dengan hak perorangan adalah segala sesuatu 

yang mengancam kemaslahatan bagi seorang manusia, seperti tidak membayar 

hutang dan penghinaan.
35 

 

D. Unsur-Unsur Ta’zi>r  

       Imam Al- Mawardi mengemukakan bahwa jari>mah adalah perbuatan-

perbuatan yang dilarang oleh syarak yang diancam dengan hukuman had 

atau ta’zi>r.36 Adapun jarimah yang dilakukan harus mempunyai unsur-unsur 

umum yang harus dipenuhi : 

a. Nas yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya, 

dan unsur ini bisa disebut dengan ‚unsur formil‛ 

b. Adanya tingkah laku yang membentuk jari>mah, baik berupa perbuatan-

perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat, artinya perbuatan melawan 

hukum itu benar-benar dilakukan, dan unsur ini bisa disebut dengan 

‚unsur materiil‛ 

c. Pelaku kejahatan adalah seseorang yang sudah mukallaf, yaitu orang-

orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap jarimah yang 

diperbuatnya, dan unsur ini biasanya disebut dengan ‚unsur moril‛
37

 

 

 

                                                           
35

 A. Djazuli, Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam), (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2000), 166 
36

 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam..., 9 
37

 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 6 
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E. Macam-Macam Sanksi Ta’zi>r 

Sanksi ta’zi>r itu macamnya beragam, diantaranya adalah:
38

 

a. Sanksi ta’zi>r yang mengenai badan. Hukuman yang terpenting dalam hal 

ini adalah hukuman mati dan jilid. 

1) Hukum mati 

        Madzhab Hanafi membolehkan sanksi ta’zi>r dengan hukuman 

mati dengan syarat bila perbuatan itu dilakukan berulang-ulang. 

Contoh: berulang-ulang mencuri setelah dijatuhi hukuman dan 

menghina Nabi SAW. 

       Kebolehan menjadikan hukuman mati sebagai sanksi takzir 

tertinggi tentu ada persyaratan-persyaratan yang ketat. Persyaratan 

tersebut adalah: 

a) Bila terhukum adalah residivis, yang hukuman-hukuman 

sebelumnya sebelumnya tidak memberi dampak apa-apa baginya. 

b) Harus dipertimbangkan betul-betul dampak kemaslaatan dan 

masyarakat serta pencegahan kerusakan yang menyebar dimuka 

bumi. 

       Ringkasnya menurut para ulama hukuman mati itu hanya 

diberikan kepada pelaku jarimah yang berbahaya sekali, yang 

berkaitan dengan jiwa, keamanan, ketertiban masyarakat atau bila 

sanksi hudud tidak lagi memberi pengaruh baginya. 

                                                           
38

 A. Djazuli, Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)..., 192 
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       Sedangkan alat yang digunakan untuk melaksanakan hukuman 

mati pada sanksi ta’zi>r berdasarkan hadis sebagian ulama 

mengharuskan memakai pedang, karena pedang itu mudah digunakan 

dan tidak menganiaya si terhukum atau tidak menimbulkan 

penyiksaan yang berlebihan. 

2) Jilid (cambuk) 

       Para khulafa al-Rasyidin dan para khalifah setelah mereka 

menerapkan jilid sebagai sanksi ta’zi>r. Menurut ulama contoh-contoh 

maksiat yang dikenai sanksi ta’zi>r dengan jilid adalah: 

a) Pemalsuan stempel baitul mal pada zaman Umar ibn Khatthab. 

b) Percobaan perzinahan 

c) Orang yang membantu perampokan 

d) Jarimah-jarimah yang diancam dengan jilid sebagai had, tetapi 

padanya terdapat syubhat. 

b. Sanksi yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, sanksi yang 

terpenting dalam hal ini adalah penjara dengan berbagai macamnya dan 

pengasingan. 

c. Sanksi ta’zi>r yang berkaitan dengan harta. Dalam hal ini yang terpenting 

diantaranya adalah denda, penyitaan/ perampasan dan penghancuran 

barang. Misalnya menghancurkan berhala-berhala yang disembah selain 

Allah, alat-alat permaian dan musik, tempat-tempat khamer.  

d. Sanksi-sanksi lainnya yang ditentukan oleh Ulil Amri demi 

kemaslahatan umum. 
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       Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah, Abdul Aziz Amir dan 

Ahmad Fathi Bahnasi, ketiganya pakar hukum pidana Islam 

mengemukakan beberapa bentuk hukuman ta’zi>r:
39

 

a. Hukuman peringatan, ancaman, hardikan/ dampratan, dera dan pukul. 

b. Hukuman penjara, baik yang bersifat sementara (penahanan 

sementara) 

c. Hukuman penyaliban (Hirabah)  

d. Hukuman pembunuhan  

e. Hukuman pembuangan 

f. Hukuman penyebarluasan berita tindak pidana yag bersangkutan, 

seperti yang dilakukan terhadap orang-orang yang mengemukakan 

kesaksian palsu, melakukan kecurangan timbangan, atau takaran 

lainnya. 

g. Hukuman pemisah tempat tidur bagi istri yang nusyus. 

h. Hukuman  pencopotan dari jabatan, apabila seorang pejabat 

melakukan tindak pidana pelanggara terhadap amanah jabatannya. 

i. Hukuman berupa ketidaklayakan seseorang untuk suatu hak, seperti 

tidak layak sebagai saksi. 

                                                           
39

 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 5..., 1774 
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 BAB III 

TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP HEWAN 

DALAM TRADISI KERAPAN SAPI DI KABUPATEN 

BANGKALAN MADURA 

 

A. Gambaran Umum Kabupaten Bangkalan  

1. Kondisi Geografis 

       Bangkalan terletak di ujung paling barat Pulau Madura, sebagai 

ibukota,  Kabupaten Bangkalan berbatasan dengan : (1) Laut Jawa di utara, 

(2) Kabupaten Sampang di timur, (3) selat Madura di selatan dan barat. 

Kabupaten Bangkalan memiliki Pelabuhan Kamal dan Jembatan suramadu 

sebagai pintu gerbang keluar masuk menuju Surabaya dan pulau-pulau lain 

di Indonesia. 

Wilayah Bangkalan merupakan salah satu kawasan penyangga 

perkembangan kota Surabaya yang disebut Gerbangkertosusila (Gresik-

Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan). Secara geografis 

wilayah Kabupaten Bangkalan terletak di 112°40’06‛-113°08’04‛ BT dan 

6°51’24‛-7 11’39‛ LS dengan luas wilayah mencapai 1.260,14 km
2. 

Topografi Kabupaten Bagkalan berada pada ketinggian 2-100 m di atas 

permukaan laut (dpl) dan sebagian wilayahnya berada dipesisir pantai, 

yaitu Kecamatan Sepulu,   
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       Bangkalan, Socah, Kamal, Modung, Kwayar, Arosbya, Klampis, 

Tanjung Bumi, Labang dan Burneh
40

   

       Wilayah Kabupaten Bangkalan sebagian besar merupakan wilayah 

perbukitan dan pegunungan dengan kondisi tanah tidak berbatu seluas 

98,17% atau 87,612 Ha dari luas wilayah Kabupaten bangkalan. Daerah 

rawan erosi di kabupaten Bangkalan mencapai 30% luas wilayahnya. 

Kemampuan tanah di Kabupaten Bangkalan jika dilihat dari 

kemiringannya maka sebagian besar memeliki kemiringan 2-15% yaitu 

sekitar 50,45% atau 63.002 Ha. Dan kemiringan 0-2% sekitar 45,43% atau 

56.738 Ha.
41

 

Wilayah administrasi kabupaten Bangkalan terbagi dalam 18 

kecamatan terdiri dari 8 kelurahan dan 273 desa yakni: Kecamatan Kamal 

dengan luas (41,40km
2
), Labang (35,23km

2
), Kwanyar (47,81km

2
), Modung 

(78,79km
2
), Blega (92,82km

2
), Konang (81,09km

2
), Galis (120,56km

2
), 

Tanah Merah (68,56km
2
), Tragah (39,58km

2
), Socah (53,82km

2
), 

Bangkalan (35,02km
2
),  Burneh (66,10km

2
), Arosbaya (42,46km

2
), Geger 

(123,31km
2
), Kokop (125,75km

2
), Tanjung Bumi (67,49km

2
), Sepulu 

(73,25km
2
), dan Kecamatan Klampis (67,10km

2
).

42
 

 

 

                                                           
40

 Dewan Pembangunan Madura Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI)Jawa Timur, Sejarah 

Madura (zaman kerajaan, kolonial dan kemerdekaan), (Surabaya: CV. Cipta Media Edukasi, 

2019), 49 
41

 Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan, Bangkalan Dalam Angka 2009, (Badan Pusat 

Statistik Kabupaten Bangkalan, 2009), 1 
42

 Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Bangkalan Dalam Angka 2019, Badan 

Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan, 2019), 9 
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2. Kondisi Demografi 

       Tingkat pendidikan di Kabupaten Bangkalan secara umum relatif baik. 

Fasilitas pendidikan seperti madrasah, pondok pesantren dapat dijumpai di 

berbagai tempat. Bahkan satu-satunya Universitas negeri di Madura 

terletak di Bangkalan, yaitu Universitas Trunojoyo Madura (UTM) yang 

sampai sekarang berperan aktif dalam mendorong kemajuan masyarakat di 

Madura. 
43

 

3. Pemeritahan  

       Kabupaten Bangkalan Madura berada di Pulau Madura yang 

merupakan bagian dari provinsi Jawa Timur. Melalui Undang-undang No. 

12 Tahun 1950 dan selanjutnya diubah dengan Undang-undang No. 2 

Tahun 1965, Bangkalan didirikan menjadi sebuah kabupaten yang secara 

administratif terdiri dari 18 (delapan belas) kecamatan, 273 (dua ratus 

tujuh puluh tiga) desa dan 8 (delapan) kelurahan.
44

 

4. Penduduk  

       Penduduk Kabupaten Bangkalan berdasarkan proyeksi penduduk tahun 

2018 sebanyak 978.892 jiwa. Sementara besarnya angka rasio jenis kelamin 

tahun 2018 penduduk laki-laki tehadap penduduk perempuan adalah 91,50 

ini artinya Kabupaten Bangkalan didominasi penduduk perempuan 

                                                           
4343

 Dewan Pembangunan Madura Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI)Jawa Timur, Sejarah 

Madura (zaman kerajaan, kolonial dan kemerdekaan)..., 50  
44

 Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Bangkalan Dalam Angka 2019...,22 
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daripada penduduk laki-laki. Kepadatan penduduk di Kabupaten Bangkalan 

pada tahun 2018 mencapai 777jiwa/km
2. 45 

5. Sosial dan Kesejahteraan Rakyat 

       Jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan di Kabupaten 

Bangkalan mencapai 19,59 persen pada tahun 2018. Jumlah tersebut turun 

dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 21,32 persen.
46

 

 

B. Pelaksanaan Tradisi Kerapan Sapi 

1. Kerapan Sapi sebagai Kearifan Lokal Budaya  Madura  

       Kerapan Sapi merupakan salah satu tradisi turun menurun yang 

bertahan hingga sekarang. Acara khas masyarakat Madura ini digelar pada 

bulan Agustus atau September dan akan di lombakan lagi pada final di 

akhir bulan September atau Oktober setiap tahunnya. Untuk tahun ini pada 

awal bulan Oktober Kabupaten Bangkalan berkesempatan menjadi tuan 

rumah terselenggaranya babak final ini. Berlokasi di Stadion Kerapan Sapi 

R.P Moh Noer Kabupaten Bangkalan Madura babak ini diikuti oleh empat 

kabupaten di Pulau Madura. Para pemilik sapi dari empat kabupaten di 

Pulau Madura saling mengirimkan sapi terbaiknya dalam perhelatan ini, 

masing-masing kabupaten berhak mengirimkan delegasinya sebanyak 6 

                                                           
45

 Ibid., 39 
46

 Ibid., 56. 
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pasang sapi. Jadi dalam perlombaan kali ini ada 24 sapi yang siap untuk di 

adu kecepatanya.
47

 

       Untuk mengendalikan sapi dalam lomba kerapan ini dibutuhkan 

seorang joki dan 2 ekor sapi yang dikendarai untuk berlari sekencang-

kencangnya hingga menyentuh garis finish. Cara joki dalam mengendarai 

sapi yakni dengan berdiri sambil menarik kaleles untuk mengendalikan 

gerak lari sapi. Dalam Kerapan Sapi biasanya panjang lintasan pacunya  

kurang lebih 100-200 meter, dengan peserta 4 atau 5 pasang sapi yang 

diadu cepat dan dibutuhkan waktu sekitar tiga puluh detik sampai satu 

menit, tergantung kecepatan sapi yang diadu serta ketangkasan joki dalam 

mengendalikannya.
48

 

       Bagi masyarakat Madura, Kerapan Sapi tidak saja sebagai ajang adu 

cepat sapi saja tetapi juga merupakan sarana adu gengsi dan harga diri. 

Arena ini menjadi pesta rakyat yang digunakan beberapa tokoh masyarakat 

untuk memamerkan sapinya, dengan penghargaan yang didapat di pesta ini 

maka harga diri dan derajat sosisal tokoh tersebut menjadi naik dan 

dihormati dilingkungan masyarakat. Tetapi sebaliknya bila sapi kerapnya 

kalah maka harga diri pemilik sapi tersebut akan jatuh dan tidak dipandang 

lagi dilingkungan sekitarnya. 
49

 

 

                                                           
47

 Observasi, Stadion Kerapan Sapi R.P Moh Noer Kabupaten Bangkalan Madura, 06 Oktober  

2019 
48

 Wawancara, Sucipto, Stadion Kerapan Sapi R.P Moh Noer kabupaten Bangkan Madura, 06 

Oktober 2019 
49

 Herry Lisbijanto, Kerapan Sapi, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2013), 8 
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2. Sejarah Tradisi Kerapan Sapi 

       Kerapan Sapi didefisikan sebagai perlombaan sapi asli dari Madura 

dimana sepasang sapi ini menarik sejenis kereta sederhana (semacam alat 

tradisional) yang berfungsi sebagai tempat joki berdiri utuk mengandalikan 

sepasang sapi tersebut. Sepasang sapi ini diadu kecepatan lariya dengan 

pasangan-pasangan sapi lainnya.   

Kerapan berasal dari kata kerap  (bahasa Madura) atau kirab yang 

mempunyai arti berangkat atau dilepas secara serentak. Sumber lain 

menyebutkan bahwa kata kerapan berasal dari bahasa Arab yaitu kirabah 

yang mempunyai arti persahabatan. jadi pada awalnya Kerapan Sapi 

diadakan untuk mempererat persahabatan antar penduduk pulau Madura.
50

 

       Menurut cerita yang beredar di masyarakat Madura, sejarah Kerapan 

Sapi diciptakan oleh seorang raja di Madura. Raja tersebut adalah Pangeran 

Katandur. Pangeran Katadur sangat memerhatikan kemakmuran dan 

kesejahteraan rakyatnya. Sejak dahulu tanah-tanah yag ada dikerajaan 

tersebut terkenal kurang subur, oleh karena itu Pangeran Katandur berpikir 

keras untuk mengubah lahan yang kurang subur tersebut supaya lebih 

produktif sehingga rakyatnya lebih terjamin kebutuhan sandang pangannya.  

Bersama para penasihatnya, pangeran katandur berpikir untuk 

menemukan jalan keluarnya. Akhirnya ditemukan suatau alat sejenis bajak 

yang dapat digunakan untuk membolak-balikkan tanah yang keras, alat 

tersebut dikenal dengan nama naggala dan sagala.  

                                                           
N. Fardhilah, Kerapan Sapi (mengenal kesenian nasional 2) ..., 7 
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Penemuan ini memberikan perubahan kehidupan pada masyarakat 

Madura. Lahan mereka menjadi lebih subur. Dengan meningkatnya 

kesuburan tanah maka hasil pertanian pun ikut meningkat. Pada saat 

musim tanam para penduduk sibuk dengan lahan pertaniaannya, namun 

kesibukan ini tidak terlihat saat musim panen berlalu. Banyak penduduk 

tidak melakukan kegiatan diwaktu luang ini. Pangeran Katandur lalu 

mencetuskan diadakannya perlombaan sapi dengan cara menarik alat 

semacam bajak yang dilakukan secara berpasangan. Jadi menurut versi ini 

Kerapan Sapi awalnya digunakan sebagai hiburan bagi para petani setelah 

sekian lama bergelut dengan lahan pertaniannya.
51

 

       Versi lain menyebutkan bahwa asal usul Kerapan Sapi diperkenalkan 

oeh Syekh Achmad Baidawi. Menurut cerita, beliau diutus ke Madura oleh 

Sunan Kudus untuk menyampaikan dan memperluas agama Islam. Sunan 

Kudus memberi bekal dua tongkol (jengel) jagung. Di Madura ia tidak 

langsung berdakwah melainkan terlebih dahulu memperkenalkan cara 

menanam jagung. Begitu ditanam pada pagi hari, waktu esok langsung bisa 

dipanen. Melihat kejadian itu banyak orang tertarik dan ingin menanam 

jagung. 

       Kesempatan itu digunakan sebaik-baiknya. Pada waktu mengajarkan 

cara menanam, Syekh Akhmad sekaligus  mengajarkan pula dasar-dasar 

agama Islam. Ketika menancapkan tongkat ke tanah harus membaca 

basmalah, ketika memasukkan benih kedalam tanah maka membaca 

                                                           
51

 Ibid., 8-9 
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syahadatain. Dan setelah panen mereka juga diajarkan  cara menyampaikan 

syukur kepada pencipta yakni dengan bersujud kepada Allah, agar mereka 

senantiasa mensyukuri nikmat yang diberikan. Sehubungan dengan itu 

mereka diajarkan shalat lima waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah 

yang maha Esa.  

       Bercocok tanam jagung kemudian semakin meluas dan digemari 

masyarakat. Pada perkembagan berikutnya, pengolahan tanah dengan 

menggunakan tenaga manusia dirasa kurang efektif sehigga muncul ide 

Syekh Achmad untuk menggunakan tenaga hewan, yakni sapi. Dari sini 

setiap tahun musim panen selalu diadakan tasyakuran dengan 

menyelenggarakan lomba lari adu- lari sapi di tegalan. Momen ini juga 

dijadikan sebagai forum pembagian zakat hasil tani kepada yang berhak 

(mustahi>q).52 Sejak saat itu Kerapan Sapi mejadi tradisi turun temurun 

yang tetap lestari hingga sekarang.  

3. Macam-Macam Kerapan Sapi 

       Masyarakat Madura sangat gemar akan perlombaan Kerapan Sapi, 

sehingga mereka sering melakukannya dalam berbagai kesempatan. 

Kerapan Sapi berdasarkan jenis dan kategori pesta kerapan dibedakan 

sebagi berikut:
53

 

a. Karap Keni’ (Kerapan Kecil) 

                                                           
52

 Sutjitro, ‚Gengsi, Magic, dan Judi; Kerapan Sapi di Madura‛, dalam Soegianto, Kepercayaan 

Magi, dan Tradisi dalam Masyarakat Madura,  (Jember: Tapal Kuda, 2003), 157-159. 
53

 N. Fardhilah, Kerapan Sapi , (mengenal kesenian nasional 2)..., 24  
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       Diadakan ditingkat kecamatan atau kewedanan. Peserta kerapan 

harus berasal dari kawasan daerah tersebut. Adapun sapi yang 

dikerapkan umumnya sapi-sapi yang baru pertama kali ikut atau 

beberapa kali ikut. Jarak tempuh kerapan ini adalah 110 meter, dan 

pemenangnya berhak mengikuti karap raja. 

b. Karap Raja (Kerapan Besar) 

       Diadakan ditingkat Kabupaten yang mana pesertanya berasal dari 

tingkat kecamatan yang menang dalam kerap keni’. Jarak tempuh untuk 

karap raja adalah 120 meter. 

c. Karap Jar-Jaran (Kerapan Latihan) 

       Merupakan kerapan dalam tahap latihan, diadakan sesuai dengan 

keinginan pemiliknya. Umumya sapi yang masih remaja atu yang belum 

pernah ikut lomba kerapan. Karap jar-jar dilakukan agar sapi terbiasa 

dalam situasi perlombaan,  

d. Karap Keresidenan 

Merupakan kerapan terbesar yang diikuti oleh sapi-sapi juara dari 

empat Kabupaten yang ada di Pulau Madura. Kerapan ini merupakan 

final dari seluruh pelaksanaan kerapan yang diadakan sebelumnya 

disetiap Kabupaten atau biasa disebut Kerapan Gubeng. Diadakan untuk 

memperebutkan piala bergilir presiden serta hadiah-hadiah menarik 

lainnya. 
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e. Karap Onjangan (Kerapan Undangan) 

Kerapan ini oleh peserta dari mana saja. Umumnya kerapan ini 

diadakan untuk diadakan untuk memperingati suatu  peristiwa atau saat 

ada kunjungan wisata. 

4. Sistem Pertandingan Kerapan Sapi 

       Sistem pertandingan dalam Kerapan Sapi merupakan sistem tersendiri 

yang secara tradisional berlaku secara turun-temurun dan saat ini masih 

dipertahankan. Sistem pertandingan tersebut pada prinsipnya adalah:
54

 

a. Ronde permulaan, yang merupakan ronde pemisah, sapi peserta diadu 

untuk ditentukan sapi kerap golongan ‚baba‛ (golongan kalah) da sapi 

golongan ‚attas‛ atau (golongan menang). 

b. Ronde berikunya pertandingan yang dilaksanakan antar golongan baba 

atau golongan attas, dengan sistem  gugur. 

c. Setelah diperoleh pemenang, maka pemenangnya diadu lagi sampai 

tersisa tiga pasang sapi kerap 

d. Dari situ kemudian didapat enam pasang sapi kerap sebagai pemenang, 

baik golongan attas atau golongan baba, dan pasangan sapi ini berhak 

maju kedalam gelanggang kerapan sapi yang lebih tinggi lagi. 

e. Biasanya pada setiap pertandingan Kerapan Sapi, tiga pasang Kerapan 

Sapi dari golongan attas maupun golongan baba dipertandingkan lagi 

dalam babak final untuk mencari juara I, II, III. 

                                                           
54

 Herry Lisbijanto, Kerapan Sapi..., 7. 
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f. Untuk pertandingan Kerapan Sapi yang lebih tinggi tingkatannya, enam 

pasang sapi kerap kerap ini dicampur dengan pasangan sapi kerap enam 

besar dari derah lain. Pada pertandingan ini, mereka bebas untuk 

memilih ikut pertandingan golongan attas atau golongan baba. Sehingga 

lebih seru dan menarik untuk ditonton.  

5. Peralatan Kerapan Sapi 

       Dalam Kerapan Sapi terdapat beberapa peralatan yang harus digunakan 

untuk menunjang gerakan sapi agar dapat berlari dengan cepat dan mudah 

untuk dikendalikan. Peralatan tersebut mempunyai fungsi masing-masing 

dan juga terbuat dari bahan yang sesuai keperuntukannya. Diantaranya 

adalah:
55

 

a. Kaleles, yaitu alat yang dipakai Kerapan Sapi sebagai sarana untuk 

dinaiki tokang tongko (joki) dalam mengendalikan sapi yang sedang 

berlomba. Kaleles yang digunakan dalam Kerapan Sapi dipilih yang 

ringan dengan tujuan agar sapi bisa berlari semaksimal mugkin dan tidak 

terbebani dengan kaleles itu sendiri. 

 
Gambar 5.a 

                                                           
55

 Herry Lisbijanto, Kerapan Sapi, ..., 13-14 
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b. Pangonong, yaitu alat yang digunakan untuk pengikat dua sapi, agar 

kedua sapi dapat berlari seirama, pangonong ini arus dipilih dari kayu 

yang kuat. Biasanya panggonng dihias dengan ukiran khas Madura dan 

di cat dengan warna-warna menawan sehingga mempunyai daya tarik 

yang indah, dan menjadi kebanggan pemilik sapi kerap. 

c. Pangangguy dan Rarenggan, yaitu pakaian dan perhiasan yang akan 

digunakan sapi kerap dalam mengikuti lomba. 

d. Coraco, yaitu sebatang kayu berbentuk silinder sepajang 15 cm yang 

diselimuti deretan paku-paku kecil gunanya untuk mencambuk sapi 

selama lomba agar berlari kencang. 

 
Gambar 5.E 

 

e. Musik Saronen, yaitu musik peggiring yang ditabuh selama Kerapan 

Sapi berlangsung, musik ini dimaksudkan sebagai pemacu semangat 

para peserta lomba dan penonton Kerapan Sapi. Perangkat saronen 

terdiri dari saronen, gendang, kenong, kempul, krecek dan gong.  
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6. Pelaku Kerapan Sapi 

       Dalam Kerapan Sapi terdapat beberapa pelaku yang mendukung acara 

Kerapan Sapi yang dipersiapkan oleh pemilik sapi kerap yang akan 

dilombakan. Pelaku ini mempunyai tugas masing-masing sesuai 

pekerjaannya. Pelaku tersebut adalah:
56

 

a. Tukang tongko, juga sering dikenal sebagai joki, yaitu orang yang 

bertugas mengendalikan sapi untuk berpacu melintasi lapangan dan 

berhasil mencapai finish dengan cepat. 

b. Tukang tambeng, yaitu orang yang bertugas menahan, membuka, dan 

melepaskan rintangan untuk berpacu, dimana sebelum ada aba-aba maka 

sapi harus disiapkan digaris start dan disinilah fungsi tukang tambeng 

itu. 

c. Tukang gubra, yaitu beberapa orang yang bertugas menggertak sapi 

dengan bersorak sorai ditepi lapangan atau sering disebut supporter. 

d. Tukang Cadhek atau tukang nyadak, yaitu orang yang bertugas 

menghentikan lari sapi setelah sampai garis finish, agar sapi tidak keluar 

arena dan bisa menerjang kerumunan orang. 

e. Tukang tonja, yaitu orang yang bertugas menuntun sapi sebelum dan 

sesudah berlomba. 

7. Perlakuan terhadap sapi kerapan 

                                                           
56

 Wawancara, Ahmad Sayuti, Stadion Kerapan Sapi R.P Moh Noer kabupaten Bangkan Madura, 

06 Oktober 2019 
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       Para ahli sapi kerap membedakan sapi kerap menjadi tiga macam 

yaitu:
57

 

1. Sapi yang ‚cepat panas‛, artinya sapi tersebut cepat panas hanya dengan 

diolesi bedak panas dan obat-obatan cepat terangsang. 

2. Sapi yang ‚dingin‛ artinya sapi tersebut bila akan dikerap maka harus 

dicemeti berkali kali agar bisa bergairah. 

3. Sapi ‚kowat kaso‛ artinya sapi yang memerlukan pemanasan terlebih 

dahulu agar bisa kuat. 

       Sapi yang akan dikerapkan haruslah sapi jantan yang sehat. Sapi 

kerapan dalam kesehariannya memperoleh perlakuan yang sangat istimewa, 

sapi harus sering dipijat agar ototnya tidak kaku, dimandikan dan dijemur 

di bawah terik matahari, apalagi menjelang diadakannya perlombaan 

kerapan. Pemilik sapi tidak segan mengeluarkan biaya yang banyak untuk 

pemeliharaan sapi tersebut. Bahkan biaya pemeliharaan sapi melebihi biaya 

kehidupan sehari-hari dari pemilik sapi itu sendiri, tidak hanya 

pemeliharaan bahkan renovasi untuk kandang sapi pun bisa menghabiskan 

puluhan juta, kandang sapi harus selalu dalam keadaan bersih, ketika sapi 

membuang kotoran maka akan langsung dibersihkan dari tempatnya. 
58

 

       Sapi yang akan dilombakan setiap hari harus diberi makanan tambahan 

dan jamu. Makanan tersebut berupa telur, untuk satu ekor sapi tiap harinya 

diberi telur sekitar 75-100 butir. Adapun jamu yang diberikan umumnya 

                                                           
57

 Herry Lisbjanto, Kerapan Sapi..., 9 
58

 Wawancara, Ahmad Sayuti. 
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berupa campuran bawang putih, jahe, cuka, kunyit, serta jamu penguat 

tenaga lainnya. 

       Biaya yang dikeluarkan untuk seekor sapi kerapan rata-rata setiap 

harinya mencapai satu juta rupiah. Apalagi seminggu sebelum perlombaan 

sapi bisa menghabiskan sekitar 1000 butir telur per ekornya. Biaya yang 

dikeluarkan saat perawatan sangat tidak sebanding dengan jumlah hadiah 

yang diperebutkan, namun dari segi immaterial, kemenangan sepasang sapi 

sangatlah besar karna dapat menjadi suatu kebanggaan tersendiri dan bisa 

mengangkat derajat pemiliknya, tidak jarang pemilik Kerapan Sapi yang 

menang akan mudah meraih apa yang diinginkan misalnya menjadi kepala 

desa, hal ini mudah dilakukan karna ia sudah mempunyai derajat sosisal 

yang tinggi di mata masyarakat, selain itu sapi yang memenangkan lomba 

kerapan mampu menigkatkan harga jual yang sangat tajam yaitu mencapai 

ratusan juta per ekornya. Jadi betapa begitu berharganya sapi bagi 

masyarakat Madura.
 59

 

 

Gambar B.7 merupakan hadiah yang didapatkan dalam ajang perlombaan 

Kerapan Sapi piala presiden tahun 2019 
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 Ibid., Wawancara, Ahmad Sayuti 
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8. Pelaksanaan Lomba Kerapan Sapi 

       Pada saat perlombaan, sapi kerapan akan dihias sebagus mungkin. 

disekujur tubuh sapi diberi berbagai hiasan, butuh biaya ekstra juga 

meskipun hanya untuk accesoris sapi kerapan. Sapi kerapan yang 

mempunyai hiasan paling menarik akan menimbulkan kebanggan tersendiri 

bagi pemiliknya. 

Sebelum diperlombakan sapi diarak mengelilingi lapangan 

pertandingan. Selama diarak, pemilik berjalan didepan sapinya dengan 

diiringi sekelompok pemusik yang memainkan musik tradisional yang 

disebut dengan saronen. Lalu saat perlombaan seluruh hiasan dilepas agar 

tidak mengganggu kecepatan lari sapi ketika dilepas. 

Sebelum lomba dimulai, sapi-sapi yang diikutkan dalam lomba 

dimandikan kemudian diolesi spirtus yang sudah dicampur balsem dan jahe 

yang sudah ditumbuk  halus, dan sapi-sapi tersebut dipijat supaya ototnya 

kendur dan tidak tegang selama lomba. 

Pada saat melakukan perlombaan perlakuan terhadap sapi berubah 

drastis. Pemilik sapi tidak segan-segan melakukan apa saja supaya sapinya 

bisa menang seperti melakukan kekerasan untuk meningkatkan kecepatan 

lari sapi, joki yang mengendalikan sapi kerapan akan berusaha sekeras 

mungkin untuk mempercepat laju lari sapinya. Ia mencambuk pantat sapi 

dan berteriak dengan lantang, ia harus mampu menjaga keseimbangan 

tubuhnya sendiri yang berada pada posisi berdiri diantara sepasang sapi. 

Disaat bersamaan pemilik sapi kerap hanya memantau laju kecepatan 
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sapinya dari kejauahan. Hal yang tak kalah penting adalah joki mampu 

meraih dan melepaskan tali kekang yang melintang pada kepala sapi saat 

tida di garis finish. Pengambilan kayu ini berfungsi agar sapi dapat berhenti 

setelah mencapai garis finish.
60

 

       Pelaku penganiayaan hewan dalam tradisi Kerapan Sapi dengan sengaja 

melakukan beberapa bentuk cara, berikut pejelasannya: 

1. Menyiram spirtus pada badan sapi sebelum dilombakan ke arena 

2. Mengoles salah satu bagian mata sapi dengan menggunakan balsem agar 

sapi fokus melihat kearah depan 

3. Kemudian sapi dilukai dibagian pantat dengan menggunakan alat seperti 

tongkat yang terdapat banyak paku seperti parut sehingga kulitnya 

berdarah.  

4. Pada sabuk yang digunakan di pangkal ekor sapi dipasangi degan paku 

sehingga pada saat sapi berlari paku itu akan terus menancap pada pangkal 

ekornya 
61

 

Berikut ini gambar akibat penganiayaan yang dilakukan.  

 

  

        

 

       Gambar D.1    Gambar D.3 
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 Observasi, Stadion Kerapan Sapi R.P Moh Noer kabupaten Bangkan Madura, 06 Oktober 2019 
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 Observasi, 06 Oktober 2019 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

44 
 

 

Gambar D.1 merupakan contoh perbuatan menyiram spirtus pada sapi Selor 

Tingting yang dilakukan salah satu tukang tambeng dalam lomba Kerapan Sapi. 

Sedangkan gambar D.3 merupakan contoh perbuatan melukai pantat sapi menggunakan 

coraco 

       Dalam Kerapan Sapi, para joki atau tukang tongko akan berusaha 

memacu sapinya secepat dan sekencang mungkin, oleh karena itu untuk 

memeroleh dan menambah kecepatan laju sapi tersebut pangkal ekor sapi 

dipasangi sabuk yang dibawahnya penuh dengan paku yang tajam, ditambah 

lagi sang joki juga memukulkan cambuknya berupa tongkat besi yang diberi 

duri tajam kearah pantat sapi. Dengan demikian luka ini akan membuat sapi 

marah dan berlari lebih kencang. Perbuatan anarkis ini sangat mengenaskan 

apalagi dipertontonkan oleh joki didepan ribuan penonton dengan diiringi 

riuh tepuk tangan penonton yang membuat sapi semakin beringas dan 

kebingungan.
62

 

       Padahal  Gubernur jawa timur telah mengeluarkan Instruksi No. 

1/INST/2012 tentang Kerapan Sapi Tanpa Kekerasan yang menyatakan 

bahwa:
63

 

Pertama : Dalam hal penyelenggaraan Kerapan Sapi, antara lain: 

a. Tidak ada kekerasan/ pentiksaan terhadap binatang (sapi) kecuali 

secara alami 

b. Untuk pemakaian balsem, jahe dipekenankan dengan catatan tidak 

ditempatkan pada bagian mata, telinga, dubur dan atau alat vital sapi. 

c. Pemakaian alat pemacu utuk joki hanya diperkenankan menggunakan 

pak-kopak (bambu) tanpa paku dan benda tajam lainnya. 

d. Penggunaan pecut dan alat pemukul lainya di garis start tidak 

diperkenankan.  
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 Ibid., Observasi & Wawancara,Ahmad Sayuti.  
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 Instruksi Gubernur jawa timur No. 1/INST/2012 tentang Kerapan Sapi Tanpa Kekerasan 
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       Menurut penuturan Sucipto selaku salah satu panitia penyelenggara 

lomba Kerapan Sapi piala presiden 2019 mengatakan bahwa 

penyelenggaraan Kerapan Sapi dengan menggunakan kekerasan sudah 

menjadi kesepakatan antara para pemilik sapi kerap sejak beberapa tahun 

silam. Mereka sudah melakukan rapat paguyuban dan menolak 

menyelenggarakan kerapan dengan cara pak kopak (tanpa kekerasan). 

Meskipun sudah ada instruksi dari Gubernur mereka tetap bersikukuh 

bahkan meskipun Presiden yang akan mengeluarkan instruksi,mereka 

menganggap hal ini mustahil diterapkan apalagi dalam ajang perlombaan 

gubeng (besar) seperti piala presiden. Pada tahun 2013 perlombaan Kerapan 

Sapi pernah dibekukan beberapa waktu karena larangan menggunakan 

kekerasan dalam tradisi ini, hingga pada akhirnya muncul dua kubu yakni 

menyelenggarakan Kerapan Sapi pak kopak (tanpa kekerasan) dan 

menyelenggarakan Kerapan Sapi rekeng (menggunakan kekerasan), hal ini di 

karenakan sebagaian pemilik sapi kerap ada yang setuju dan ada yang tidak 

setuju sehingga tetap menyelenggarakan sendiri Kerapan Sapi dengan 

menggunakan kekerasan dan bertahan hingga sekarang. 
64

  

       Bagi kubu yang tidak setuju penyelenggaraan Kerapan Sapi tanpa 

kekerasan perlombaan semacam itu akan mengurangi minat penonton, 

sehingga pesertanya pasti sedikit. Mereka memilih menyelenggarakan 

sendiri Kerapan Sapi sesuai keinginan masyarakat, jadi pemerintah tidak 
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 Wawancara, Sucipto, Stadion Kerapan Sapi R.P Moh Noer kabupaten Bangkan Madura, 06 

Oktober 2019 
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perlu mengatur soal budaya Kerapan Sapi. Pemerintah tidak berhak 

mengatur bagaimana budaya ini harus berjalan apalagi biaya perawatan sapi 

mulai dari jamu dan hal lain serta biaya operasional seleksi di tiap tingkat 

kecamatan tidak mendapat subsidi dari pemeritah. Lagi pula menurut 

mereka sapi kerap mendapat perlakuan tidak menyenangkan hanya saat 

perlombaan selain dari itu sapi dimanjakan bahkan dirawat melebihi biaya 

hidup pemilik sapi kerap itu sendiri. 
65

 

       Sedangkan bagi para tokoh agama dan para Ulama tetap tidak bisa 

membenarkan kekerasan dalam tradisi Kerapan Sapi, bahkan fatwa MUI 

pamekasan pun tidak menimbulkan efek positif yang signifikan terhadap 

tradisi ini, kesemuanya tidak bisa lagsung mencegah secara tegas karna 

peminat Kerapan Sapi ini banyak apalagi hal ini sudah membudaya selama 

puluhan tahun, jelas membutuhkan waktu yang panjang juga untuk bisa 

merubah kebiasaan tersebut. Meskipun begitu para Ulama juga melakukan 

usaha bathin yakni dengan berdoa agar pelaku menyadari kesahannya 

sehingga tindak pidana yang selama ini melenceng bisa diluruskan kembali 

dan tentunya hal ini memerlukan dukungan dari masyarakat lebih luas lagi. 

66
 

Wawancara yang dilakukan Trischa Vidia Kusuma dalam skripsinya yang 

berjudul Analisis Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Dalam Tradisi 
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 Wawancara, Sahri, Stadion Kerapan Sapi R.P Moh Noer kabupaten Bangkan Madura, 06 

Oktober 2019 
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 Wawancara, Ustd. Muzaki, Masjid Al-Ikhlas  Ds. Gudeman, Noreh, Kec. Sreseh Kab. Sampang 

Madura, 13 Oktober 2019. 
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Kerapan Sapi Di Kabupaten Bangklan Madura dengan narasumber Bapak 

Iptu Junaedi selaku kepala Intelkam Polres Bangkalan terkait penegakan 

hukum terhadap adanya tindak pidana penganiayaan dalam tradisi Kerapan 

Sapi di Kabupaten Bangkalan Madura menyebutkan bahwa:
67

 

1. Polres Bangkalan belum pernah menangani kasus kekeasan terhadap 

hewan dalam pelaksanaan Kerapan Sapi karena belum pernah ada 

laporan dari masyarakat. 

2. Polres Bangkalan juga belum pernah meangani kasus kekerasan 

terhadap hewan dalam bentuk apapun. 

3. Polres Bangkalan tidak begitu memahami aturan pelanggaran tindakan 

pengaiayaan hewan dalam peraturan perundangan di Indonesia. 

4. Pihak kepolisian selama ini hanya berwenang memberi perizinan 

pelaksanaan menjaga keamanan dan ketertiban  selama pelaksanaan 

perlombaan, apabila persyaratan belum lengkap maka pihak kepolisian 

megembalikan kepada pihak Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan 

dan Pariwisata (Dispora) Kabupaten Bangkalan untuk dilengkapi 

terlebih dahulu. 

5. Pihak kepolisian menuturkan bahwa pelaksanaan Kerapan Sapi 

merupakan tanggung jawab Dinas Pemuda, Olahraga, kebudayaan dan 

pariwisata (Dispora) Kabupaten Bangkalan sebagai lembaga 

pelaksana. 
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6. Ketika penulis mengajukan pertanyaan mengenai aturan yang 

melarang penganiayaan hewan, pihak kepolisian menjawab Instruksi 

gubernur Nomor 1/INST/2012 tentang Pelaksanaan Kerapan Sapi 

tanpa kekerasan dan kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetapi Iptu 

Junaedi tidak mengetahui Pasal berapa aturan tersebut diatur. 

7. Pihak kepolisian mengatakan karena sudah di anggap sebagai tradisi 

sehingga tidak ada pelaporan mengenai tindakan penganiayaan 

terhadap hewan dalam tradisi Kerapan Sapi. 

8. Penegakan hukum dalam tradisi Kerapan sapi dikhawatirkan akan 

memicu konflik dalam masyarakat karena hal ini sudah di anggap 

sebagai tradisi. 

  Hal selaras juga dikemukakan oleh Kasat Reskim Polres Pamekasan 

Bapak AKP Bambang Hermanto dalam wawancara yang dilakukan oleh 

Habibi Said dan Emmilia Rusdiana, hasil wawancara tersebut menyebutkan 

bahwa kekerasan yang terjadi dalam pelaksanaan budaya Kerapan Sapi 

memang merupakan suatu perbuatan yang melanggar pasal 302 KUHP, akan 

tetapi selama pelaksanaan belum ada kasus tindak pidana penganiayaan yang 

masuk daftar perkara. Kepolisian hanya melakukan pengamanan ketika ada 

indikasi terjadi konflik dilapangan agar kembali kondusif selain itu 

penindakan juga dilakukan terhadap tindak pidana kepemilikan senjata tajam 

dan perjudian yang sering terjadi dalam perlombaan Kerapan Sapi. Kesulitan 

penegak hukum dalam melakukan itu terletak pada pelakunya, sehingga 

apabila ditegakkan suatu hukum, maka dikhawatirkan menimbulkan reaksi 
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negatif yang bisa berbahaya bagi masyarakat terutama kepolisan dan 

lembaga pemeritah.
68

 

Dari pemaparan tersebut penulis menyimpulkan bahwa penegakan hukum 

terhadap tradisi Kerapan Sapi ini sulit diterapkan kepada pelaku, namun 

bukan berarti tidak bisa akan tetapi sulit dan membutuhkan waktu yang 

sangat lama untuk mencapai cita-cita hukum tersebut  karena kurangnya 

ketegasan dari pemerintah maupun penegak hukum serta kuranganya 

kesadaran dari masyarakat. 
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BAB IV 

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TRADISI 

KERAPAN SAPI DI KABUPATEN BANGKALAN MADURA 

 

A. Analisis terhadap Pelaksanaan Tradisi Kerapan Sapi 

Salah satu tradisi di Indonesia yang bertahan hingga sekarang adalah 

Kerapan Sapi di Pulau Madura, tradisi ini sangat digeluti bagi sebagian 

pecinta sapi kerap dan diminati banyak masyarakat Madura sehingga saat 

perlombaan penonton bisa mencapai ratusan hingga ribuan orang. Meskipun 

Kerapan Sapi pernah di gelar selain di pulau madura seperti di kota Jember, 

Pasuruan bahkan Jakarta tenyata sapi yang didatangkan semuanya dari Pulau 

Madura. Jadi memang Kerapan Sapi ini asli produk Madura. 

Sebuah kejahatan muncul seiring kebutuhan pribadi pelaku, berbagai 

carapun dilakukan demi memenangkan perlombaan, tradisi ini kemudian tidak 

lepas dari tindak kejahatan, seperti mengoleskan balsem pada salah satu 

bagian mata sapi, melukai pantat sapi menggunakan paku dan memasangkan 

sambal agar luka itu bertambah panas dan perih agar sapi bisa berlari sangat 

kencang, tindak kejahatan ini merupakan hal yang perlu ditangani dengan 

serius.  

       Pengeniayaan hewan didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan untuk 

memperoleh kepuasan dan atau keuntungan dari hewan diluar batas 
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kemampuan fisiologi dan biologis hewan.
69

 Menurut R. Soesilo dalam buku 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya 

Lengkap Pasal Demi Pasal, yang dimaksud dalam ayat (1) ialah kejahatan 

penganiayaan ringan pada binatang. Untuk itu harus dibuktikan bahwa: 

Sub 1: 

a. Orang itu sengaja menyakiti, melukai, atau merusak kesehatan 

binatang  

b. Perbuatan itu dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau 

melewati batas yang diizinkan. 

 

       Dalam tradisi Kerapan Sapi ini pelaku dengan sengaja melakukan 

serangkaian kegiatan-kegiatan yang dapat melukai fisik serta mengganggu 

kesehatan hewan. Pelaku penganiaayan melakukan hal itu demi kepuasaan 

dirinya sendiri yakni untuk memenangkan perlombaan, mendapatkan 

hadiah, mengangkat derajat sosialnya serta berbagai keuntungan lainnya. 

Padahal perlombaan Kerapan Sapi sebenarnya tetap bisa berjalan tanpa 

adanya tindakan menyiksa atau menganiaya sapi, hanya saja perlombaan 

Kerapan Sapi akan kurang seru karena sapi tidak bisa berlari dengan begitu 

cepat seperti dengan menggunakan kekerasan.
70

 

       Ketentuan hukum tentang larangan melakukan kekerasan terhadap hewan 

memang tidak disebutkan secara rinci dan  jelas dalam Al-Qur’an, akan tetapi  

perbuatan tersebut termasuk salah satu perbuatan dholim yang sangat 

merugikan kesehatan dan keselamat hewan. Salah satu ayat al-Qur’an yang 
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 Penjelasan  pasal  66 ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia  No. 18 Tahun 

2019 tentang  Peternakan Dan Kesehatan Hewan. 
70

 Wawancara, Ahmad sayuti 
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menyinggung tentang keharusan berbuat baik kepada hewan adalah  Surat An-

Naml ayat 16-19 : 

نَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ الَ يََ ايَ ُّهَا النهاسْ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَ قَ  ىَذَا لَْوَُ  إِنه عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطهيِْْ وَأوُْتيِ ْ

 إِذَاحَتَّه  (71) وَالطهيِْْ فَ هُمْ يوُزَعُونَ  لإنْسِ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُ وْدُهُ مِنَ الِْْنِّ وَا (16)الْفَضْلُ الْمُبِيُْ 

مَنهكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَىُمْ طِ لَا يَْ  مَسٰكِنَكُمْ ي ُّهَا النهمْلُ ادْخُلُوا أتَُ وْا عَلَى وَادِ النهمْلِ قاَلَتْ نََلَْةٌ يََ اَ 

 أنَْ عَمْتَ ( فَ تَ بهسَمَ ضَاحِكًا مِنْ قَ وْلِْاَ وَقاَلَ رَبِّ أوَْزعِْنِِ أَنْ أَشْكُرَ نعِْمضتَكَ الهتِ 71لَا يَشْعُرُنَ)

 (71عَلَيه وَعَلَى وَلِدَيه وَانَْ أَعْمَلَ صَالِْاً تَ رْضَاهُ وَادَْخِلْنِِ بِرَحُكَتِكَ فِ عِبَادِكَ الصهالِِْي)
 

‚Dan Sulaiman telah mewarisi Dawud, dan dia berkata: ‚Hai manusia 
kami telah diberi peringatan tentang suara burung dan kami diberi segala 
sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini benar-benar suatu karunia yang 
nyata‛(16). Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia 
dan burung lalu mereka itu diatur degan tertib (dalam barisan) (17). Hingga 
apabila mereka sampai di lembah semut berkatalah seekor semut: ‚Hai semut-
semut, masuklah kedalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh 
sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari‛ (18). Maka dia 
tersenyum dengan tertawa karena (mendengar) perkataan semut itu. Dan dia 
berdoa: ‚Ya Tuhanku berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat Mu 
yang telah engkau anugerahkan kepadaku dan kepada ibu bapakku untuk 
mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhai; dan masukkanlah aku kedalam 
rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hambamu yang saleh‛(19). 71 

   

       Dalam ayat ini dikisahkan nabi sulaiman beserta tentaranya berhenti 

sampai para semut masuk kedalam sarangnya, karena beliau tidak ingin 

menginjak para semut-semut dan melukainya, Islam sangat menyayangi setiap 

ciptaan Allah bahkan terhadap hewan sekecil semutpun. 
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 Kementrian Agama Republik Indonesai, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Al-Fatih, 2012), 

378 
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       Bahkan ada seorang pelacur yang masuk surga karena memberi minuman 

kepada anjing yang sedang kehausan dan wanita yang masuk neraka karena 

mengurung kucing serta tidak memberinya makanan dan minuman sehingga 

kucing itu mati. Berikut hadisnya: 

هُمَا: انَه رَسُوْلُ اللَهِ صَلهى اللَهُ عَ  بَتْ امْرأَةٌَ  لَيْوِ وَ سَلهمْ قاَلَ:عَنْ عَبْدِ اللَه ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَن ْ عُذِّ

هَا النهارَ لَا ىِيَ أطْعَمْتَ هَا وَسَقَقْهَا تََْكُلُ مِنْ خَشَاشِ  هَا حَتَّه مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِي ْ فِ ىِرهةٍ سَجَنَ ت ْ

هَا  هَاس إِذْ اْلَأرْضِ وَلاَ ىِيَ تَ ركََت ْ  حَبَسَت ْ

 
Seorang wanita disiksa Allah pada hari kiamat lantaran mengurung 

seekor kucing sehingga kucing itu mati. Karena itu Allah Subhaahu Wa 

Ta’ala memasukkannya kedalam neraka. Kucing itu dikurung tanpa diberi 

makan dan minum dan tidak pula dilepaskannya supaya ia dapat 

menangkap serangga-serangga bumi‛. 
72

 

 

Menyiksa hewan merupakan perbuatan yang tidak manusiawi, 

anarkis, dan tidak dapat dibenarkan melakukannya dengan alasan apapun, 

apalagi lagi ini bertentangan dengan nilai-nilai budaya madura yang 

sangat mengedepankan syari’at Islam dalam kehidupan sehari-harinya. 

Masyarakat yang beragama Islam di Madura pada umumnya adalah 

penganut aliran suni/ yang umumya dibidang hukum mengikuti mazdhab 

Syafi’i, tokoh-tokoh infomal seperti kiai sangat berperan dalam 

menginterpresentasikan dan menerapkan fiqh Syafi’iyah dalam 

keseharian masyarakat.
73

 Bagi masyarakat Madura agama Islam 
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Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibm al-Mughiroh al-Ju’fi, Shahih Bukhori, 

No. 2192, 974 
73

Abd. Shomad, Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum    Indonesia), (Jakarta: 

Kencana Prenada Media Grup, 2012),  418-419 
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mempuyai peran yang mutlak dan menentukan dalam pembentukan etos, 

watak dan akhlak,
74

 , maka hal ini sudah tidak sepatutnya untuk terus 

dilakukan 

        

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana Penganiayaan dalam 

Tradisi Kerapan Sapi 

       Menurut hukum pidana Islam, dapat dikatakan jari>mah  jika telah 

memenuhi unsur-unsurnya, baik unsur jarimah yang bersifat umum atau 

bersifat khusus. Adapun unsur dalam perbuatan penganiayaan terhadap hewan 

dalam tradisi Kerapan Sapi adalah:  

1. Pelaku adalah seseorang yang berakal, sudah baligh dan mukallaf sehingga 

bisa dimintai pertangungjawaban atas perbuatannya tersebut. Karena 

mayoritas pelaku kerapan adalah laki-laki yang sudah dewasa dan 

perbuatan tersebut butuh keahlian khusus yang tidak mungkin dilakukan 

oleh anak dibawah umur. 

2. Pelaku melakukan penyiksaan terhadap sapi kerap dengan cara sengaja, 

karena dalam perbuatannya para pelaku sudah menyiapkan alat-alat yang 

dipergunakan untuk menyiksa atau melukai sapi kerap tersebut seperti, 

balsem, spirtus, sabuk yang dipasangi paku dan tongkat yang dipenuhi 

paku. 

3. Pelaku penyiksaan terhadap sapi kerap baik tukang tongkok (joki), tukang 

tambeng yang melakukan penyiksaan secara langsung terhadap sapi kerap, 
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Moh. Tidjani Djauhari, Ruh Islam dalam Budaya Bangsa, ( Jakarta: Yayasan Festival Istiqlal, 

1996), 260. 
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maupun  pemilik sapi kerap yang hanya memantau  laju kecepatan sapi dari 

kejauhan, keduanya berniat untuk menguntungkan diri sendiri. Pemilik sapi 

menginginkan kemenangan yang diperoleh, hadiah perlombaan serta 

naiknya derajat sosisal di mata masyarakat, sedangkan tukang tongko (joki) 

dan tukang tonja nantinya akan mendapatkan komisi dari pekerjaannya 

tersebut di akhir perlombaan. 

       Penyiksaan yang dilakukan terhadap sapi kerap ini termasuk kedalam 

tindak pidana atau jari>mah  jika dilihat dari unsur-unsur yang harus dipenuhi: 

1. Unsur formil, dalam hal ini melakukan penyiksaan atau penganiayaan  

terhadap sapi kerap tidak dijelaskan secara jelas dan mendetail dalam al-

Qur’an hanya ada beberapa ayat yang menyinggung tentang keharusan 

berbuat baik terhadap binatang ataupun hewan, akan tetapi dalam 

beberapa hadist banyak menjelaskan tentang larangan-larangan terhadap 

perbuatan yang dapat menyakiti hewan seperti, mentatto wajah hewan, 

mengebiri hewan, mengurung, dan menjadikannya sasaran. Dalam hukum 

positif pun penyiksaan terhadap hewan masuk kedalam pasal 302 KUHP 

tentang penganiayaan terhadap hewan, selain itu negara mewajibkan 

setiap orang untuk melakukan pemeliharaan terhadap hewan yang 

tertuang dalam pasal 66 ayat (2) huruf c Undang-Undang No.18 tahun 

2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan. 

2. Unsur materiil (rukn al-madi), perbuatan menganiaya yang dilakukan 

terhadap sapi kerap merupakan kekerasan yang dilakukan pelaku untuk 
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mendapatkan keuntungan pribadi dengan membahayakan kesehatan 

hewan. 

3. Unsur moril (rukn al-adabi) pelaku penganiayaan terhadap sapi kerap 

adalah orang yang cakap hukum (mukallaf) sehingga mampu dimintai 

pertanggung jawabanya. 

       Penganiayaan terhadap sapi kerap jika ditinjau dari segi dasar hukum 

(penetapannya), maka jari>mah ini masuk kedalam kategori ta’zi>r  yang baik 

jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syarak. Penyiksaan terhadap 

sapi kerap tidak ditentukan sebagai jari>mah hudud dan qishas, karena 

penyiksaan terhadap hewan tidak lepas dari hukuman dan syarak tidak 

menentukan hukumannya maka penetapan hukuman dalam kejahatan ini 

sepenuhya diserahkan kepada ulil amri  

       Kejahatan penyiksaan terhadap hewan sudah ada sejak zaman rasulullah 

tetapi dalam hadist beliau hanya menyebutkan bahwa beliau melaknat 

terhadap orang-orang yang menyakiti dan menyiksa binatang atau hewan, 

menurut penulis perbuatan ini termasuk kedalam kejahatan yang berkaitan 

dengan hak Allah yang mana perbuatan pelaku menimbulkan kerusakan 

dimuka bumi ini, berbuat kerusakan dimuka bumi tidak saja melakukan 

perubuatan seperti menebang pohon atau merusak tumbuhan, tetapi juga 

termasuk melakukan penyiksaan terhadap hewan. Adapun tindakan sahabat 

yang dijadikan dasar hukum bagi pelaku kejahatan kekerasan terhadap hewan 

dan dijatuhi sanksi ta’zi>r antara lain tindakan Sayyidina Umar ibn Khattab 
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ketika ia melihat seseorang yang menelentangkan seekor kambing untuk 

disembelih, kemudian ia tidak mengasah pisaunya. Lalu Khaifah Umar 

memukul orang tersebut dengan cemeti dan ia berkata: ‚Asah dulu pisau 

itu!‛
75

 

       Dalam jari>mah ta’zi>r hakim diberikan keluasan dalam menentukan 

hukuman baik menurunkan hukuman pada batas teringan atau menaikkan 

hukuman pada batas terberat tergantung kejahatan yang dilakukan serta 

kondisi pelaku yang menyertainya. Penjatuhan hukuman dimaksudkan  untuk 

menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia, baik didunia maupun di 

akhirat.  

Ibn Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahwa segala sesuatu yang 

bertentangan dengan keadilan, bertentangan dengan rahmat, hikmah serta 

kemaslahatan, serta menciptakan kehancuran, bukan merupakan citra syariat 

Islam. Syariat adalah keadilan dari Allah untuk semua hamba-Nya, rahmat-

Nya bagi pengayoman kehidupan di muka bumi termasuk juga bagi kehidupan 

hewan.
76

 Menurut penulis umumnya jari>mah penganiayaan terhadap hewan 

bukan termasuk jari>mah yang sangat berbahaya sekali meskipun begitu bukan 

berarti kejahatan ini dapat dibenarkan karena syariat pun juga melarang 

melakukan penyiksaan ataupun penganiayaan terhadap hewan. Oleh karena itu 

menurut penulis penjatuhan hukuman yang sesuai bagi pelaku adalah : 

                                                           
75

 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam..., 255 
76

 Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah (Dilengkapi Dengan 

Kajian Hukum Pidana Islam), (Bandung: CV. Pustaka Setia,2013), 23 
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1. Bagi tukang tongko (joki) dan tukang tambeng menjatuhkan hukuman 

ta’zi>r> dengan bentuk hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan 

seseorang (penjara) selama satu tahun dirasa cukup untuk memberikan 

efek jera kepada pelaku kejahatan, karena perbuatan yang mereka lakukan 

butuh keahlian khusus dan pasti dibutuhkan setiap ada perlombaan, maka 

jika hukuman yang dijatuhkan di bawah satu tahun maka pelaku bisa 

mengulang perbuatan yang sama lagi setelah keluar dari penjara. Hal ini 

sejalan dengan pendapat Imam syafi’iyah bahwa batas maksimum 

hukuman penjara adalah satu tahun.
77

 mengingat pelakunya sangat banyak 

yang meremehkan dan terus terjadi pada setiap tahunnya.  

2. Bagi pemilik sapi hukuman yang di jatuhkan adalah sama seperti tukang 

tongko (joki) dan tukang tambeng hanya saja di tambah dengan hukuman 

denda (harta). Ada tiga bagian hukuman takzi>r berupa harta menurut 

Imam Ibnu Taimiyah yakni menghancurkannya (al-itlaf), mengubahnya 

(al-ghayir), dan memiliknya (al-tamlik) 78. Dalam kasus ini denda yang 

dijatuhkan berupa bentuk rampasan (memilikinya), hakim bisa  merampas 

hewan (sapi kerap) yang dijadikan sebagai objek penganiayaan, dengan 

merampas sapi tersebut dirasa mampu memberikan efek jera bagi pemilik 

sapi maupun masyarakat lain karena sapi itulah yang di andalkan untuk 

memenangkan perlombaan tersebut sehingga ketika sapi dirampas pemilik 

sapi tidak bisa ikut serta lagi memperlombakan sapi andalannya, pada 

umumnya pemilik sapi adalah orang yang mempunyai ekonomi diatas 

                                                           
77

 M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2014), 102 
78

 M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah..., 158 
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rata-rata dilingkunganya karena biasanya sapi yang di ikut sertakan lomba 

mempunyai nilai jual yang tinggi yakni puluhan bahkan ratusan juta 

rupiah. Meskipun pemilik sapi tidak melakukan secara langsung 

penganiayaan tersebut tetapi dia termasuk orang yang turut serta 

melakukan jari>mah karena memberi upah, dan perjanjian supaya perbuatan 

itu dilakukan. Apalagi tindakan penganiayaan tersebut dilakukan agar 

pemilik sapi mendapatkan kemenangan agar derajat sosialnya naik di mata 

masyarakat padahal Islam tidak memandang derajat manusia dari hal-hal 

yang bersifat duniawi melainkan dari iman dan ketaqwaannya. Ketentuan 

hukuman ta’zi>r  tersebut bisa berbeda pada setiap orang, hakim bisa 

menjatuhkan hukuman ta’zi>r terberat jika pelaku adalah residivis yang 

melakukan kejahatan tersebut secara berulang-ulang. jika penjatuhan 

hukuman tersebut bisa membawa maslahat dan menjadi upaya preventif 

bagi masyarakat lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama maka 

penjatuhan tersebut bisa diberlakukan. 

       Di indonesia perbuatan menyiksa atau menganiaya hewan diatur dalam 

pasal 302 KUHP. Adapun isinya sebagai berikut:
79

 

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda 

paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan 

penganiayaan ringan terhadap hewan: 

1. Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, 

untuk mencapai tujuan itu denga sengaja menyakiti atau melukai 

hewan atau merugikan kesehatannya. 

2. Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas 

yang diperlukan untuk mencaai tujuan itu, denan sengaja tidak 

                                                           
79

 Andi Hamzah, KUHP & KUHAP, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 121 
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memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang 

seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaan dan ada dibawah 

penawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya. 

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat 

atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam 

dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda 

paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, karena penganiayaan 

terhadap hewan. 

(3) Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas . 

(4) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana. 

 

       Dalam tindak kejahatan ini hukuman yang bisa dijatuhkan pada pelaku 

adalah ancaman hukuman paling lama tiga bulan atau denda paling banyak 

empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap 

sapi kerap, tetapi jika perbuatan itu menyebabkan sakit lebih dari seminggu, 

atau cacat dan menderita luka lainnya maka pelaku bisa dijatuhi hukuman 

dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling 

banyak empat ribu lima ratus rupiah. Serta sapi kerap bisa dirampas jika 

pemiliknya terbukti melakukan kejahatan tersebut dipengadilan. 

         Maka dengan demikian Hukuman harus tetap diterapkan meskipun 

pelaku tidak menyukainya, hal ini dilakukan demi kemaslahatan 

masyarakat luas. Karena hukuman yang baik adalah: 
80

 

a. Harus mampu mencegah seseorang dari berbuat maksiat, bahwa 

diterapkannya hukuman itu sebagai bentuk pencegahan (preventif) bagi 

masyarakat lain untuk tidak meniru perbuatan tersebut, dan sebagai 

bentuk (repesif) dengan memenjarakan pelaku setelah terjadinya 

kejahatan. 

                                                           
80

 A. Djazuli, Upaya Menanggulangi Keahatan Dalam Islam..., 26 
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b. Batas rendah atau tingginya suatu hukuman sangat bergantung pada 

kebutuhan masyarakat, apabila penjatuhan hukuman berat dapat 

memberi maslahat kepada masyarakat maka hal itu harus dilakukan, 

begitupun sebaliknya jika menjatuhkan hukuman ringan sudah bisa 

memberi maslahat kepada masyarakat, maka hukuman terhadap pelaku 

boleh diperingan.  

c. Alasan penjatuhan hukuman sebenarnya bukan sebagai bentuk balas 

dendam, melainkan demi kemaslahatan pelaku sendiri, seperti halnya 

seorang bapak memberi pelajaran kepada anaknya dan seperti dokter 

yang mengobati pasiennya, oleh karena itu penjatuhan hukuman harus 

sepantasnya. 

d. Hukum adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya tidak 

jatuh kedalam suatu maksiat. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

       Dari beberapa uraian dan analisis diatas maka dapat diambil kesimpulan 

mengenai penganiayaan terhadap hewan dalam Kerapan Sapi sebagai berikut: 

1. Salah satu tradisi di Indonesia yang bertahan hingga sekarang adalah 

Kerapan Sapi di Pulau Madura, tradisi ini sangat digeluti bagi sebagian 

pecinta sapi kerap dan diminati banyak masyarakat Madura sehingga saat 

perlombaan penonton bisa mencapai ratusan hingga ribuan orang. Sebuah 

kejahatan muncul seiring kebutuhan pribadi pelaku, berbagai carapun 

dilakukan demi memenangkan perlombaan, tradisi ini kemudian tidak lepas 

dari tindak kejahatan, seperti mengoleskan balsem pada salah satu bagian 

mata sapi, melukai pantat sapi menggunakan paku dan memasangkan 

sambal agar luka itu bertambah panas dan perih agar sapi bisa berlari 

sangat kencang. Menyiksa hewan merupakan perbuatan yang tidak 

manusiawi, anarkis, dan tidak dapat dibenarkan melakukannya dengan 

alasan apapun, apalagi lagi ini bertentangan dengan nilai-nilai budaya 

madura yang sangat mengedepankan syari’at Islam dalam kehidupan 

sehari-harinya. 

2. Penganiayaan hewan dalam tradisi Kerapan Sapi merupakan kejahatan 

yang dilakukan terhadap sapi kerap baik saat pelatihan maupun saat ajang 

perlombaan, penganiayaan ini sengaja dilakukan demi kepentingan  pribadi 
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pelaku yakni memenangkan perlombaan, mendapatkan hadiah perlombaan, 

naiknya status derajat sosial dimata masyarakat serta keuntungan 

immaterial lainnya. Al-Qur’an memang tidak menyebutkan secara jelas dan 

mendetail tentang larangan menyiksa hewan, namun ada beberapa ayat 

yang menyinggug tentang keharusan berbuat baik kepada semua ciptaan 

Allah termasuk hewan. Beberapa hadis juga banyak yang menyebutkan 

tentang larangan berbuat menyakiti terhadap hewan, maka kejahatan ini 

tidak bisa lepas begitu saja dari hukuman. Kejahatan ini masuk kedalam 

kategori jari>mah ta’zi>r karena syarak tidak menentukannya sebagai jari>mah 

hudud maupun qishas dan hukumannya sepenuhnya diserahkan kepada ulil 

amri/ hakim tergantung konsisi pelaku dan situasi yang menyertainya. 

Menurut penulis hukuman penjara selama satu tahun bagi tukang tongko 

(joki) dan tukang tambeng merupakan hukuman yag setimpal, sedangkan 

bagi pemilik sapi adalah penjara selama satu tahun dan denda berupa 

rampasan sapi yang dijadikan objek tindak pidana penganiayaan. Di 

Indonesia pebuatan penganiayaan terhadap hewan dapat dikenai pasal 302 

KUHP hukumannya paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 

4500.000,- (empat ribu lima ratus rupiah) bagi pelaku penganiayaan ringan, 

dan hukuman penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling 

banyak 4500.000,- (empat ribu lima ratus rupiah) karna melakukan 

penganiayaan hewan yang mengakibatkan cacat, luka berat bahkan 

kematian. 
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B. Saran  

       Sejalan dengan kesimpulan diatas, diharapkan bagi pelaku Kerapan Sapi  

 agar tidak mengabaikan hak-hak hewan demi keuntungan pribadi dalam 

pelaksanaan Kerapan Sapi, dan bagi penegak hukum terutama Polisi yang 

memiliki kewenangan melakukan penangkapan terhadap pelaku yang diduga 

keras melakukan tindak pidana hendaknya menindak secara tegas dengan 

menangkap secara langsung dilapangan terhadap pelaku Kerapan Sapi yang 

melakukan tindak pidana tersebut sehingga menimbulkan efek jera bagi 

pelaku tindak pidana penganiayaan agar tidak akan terulang kembali 

kejahatan yang sama. Pemerintah tidak perlu menghilangkan tradisinya hanya 

perlu menghilangkan usur-unsur kejahatan dalam tradisi tersebut dan semua 

itu tidak lepas dari dukungan masyarakat luas juga agar tradisi ini tetap bisa 

dilestarikan sebagaimana mestinya.  
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